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PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Sistem
perencanaan pembangunan merupakan satu  kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan,
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat
baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu
dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat
menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen
perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan
dengan perencanaan di fingkat pusat, maka dokumen perencanaan
daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dan
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), serta Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
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Guna melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan wajib menyusun Rencana
Kerja (Renja) OPD setiap tahun. Renja OPD merupakan dokumen
perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini juga
merupakan tahap penting dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah untuk melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun
kepala satuan kerja dan seluruh aparat pada capaian kinerja yang
diinginkan pada tahun tersebut.

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2019 merupakan penjabaran rencana kerja tahunan dari pelaksanaan
pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 — 2023.

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada
rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-PD dan RPJMD
Pemerintah Provinsi.

Dari penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa penyusunan
Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja OPD adalah

dokumen yang penting dalam rangka menuju pembangunan nasional.
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1.2.

Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja sebagai dokumen
Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijokan
dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan
penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 dan
untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan
perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan
dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah

maupun mitra kerja.

Landasan Hukum

Penyusunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 didasarkan pada berbagai landasan  aturan  dan
kebijaksanaan yang mendukung, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat |
Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah
Dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat | Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan
Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2068);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajaok Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambaohan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
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8.

10.

1.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliaon dan evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 9 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 261); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 297);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 262);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 263);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi SelatanNomor 6 Tahun 2012
tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 267);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013
tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 273);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi  Selatan Nomor 1 Tahun

2019tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah  Nomor 9 Tahun 2015 tentang
...... (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 277);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan(Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 99);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 1 tahun 2012 tentang Reftribusi Jasa Usaha (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 14);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam
Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 9);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013 Nomor 44);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Sulawesi
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Pemanfaatan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 43);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 114 Tahun 2017 Tanggal
29 Mei 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Perjenis Objek
Pungutan pada Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018
Nomor 88);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulwesi Selatan
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pajok
Daerah Provinsi Sulawsi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama
Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018 Nomor 90);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulwesi Selatan
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pajak
Daerah Provinsi Sulawsi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah Khusus Jenis Pajaok Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 100);
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1.3.

31. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/Tahun 2013
tentang Penetapan Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan
Pajak Air Permukaan yang Berlaku dalam Wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan.

32. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor / /BAPENDA
Tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018 — 2023.

Maksud dan Tujuan

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018 disusun dengan maksud untuk memberikaon panduan dasar
pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi dalam mencapai target
sasaran yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2019 adalah :

1. Menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2019 lingkup Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Sebagai acuan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
kegiatan antar sektor/subsektor, antar instansi terkait Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan, serta antar instansi/lembaga  yang
menangani Pendapata Daerah baik di Pusat maupun di
kabupaten/kota.

3. Menjadi tolok ukur evaluasi penilaian kinerja dan pengendalian
kegiatan pembangunan di lingkup Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan.
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1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaoksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintfahan Daerah tanggal 21 Oktober 2010,

penyusunan Renja Badan Pendaptan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018 dilaksanakan menurut sistematika penulisan sebagai berikut :

1.

Bab | Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2019 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami

dengan baik. Pendahuluan memuat antara lain:

Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2019, proses
penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen
RKPD dan Renstra.

Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan
peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta pedoman
yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran.

Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan
tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2019.

Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2019, serta susunan garis besar isi dokumen.

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

10



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

2.

Bab Il  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun lalu

(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu

pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil pelaksnaaan Renja Evaluasi Perangkat Daerah Tahun

Lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil

laporan Kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD

untuk perangkat daerah yang bersangkutanterdiri dari :

- Redlisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.

- Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.

- Redlisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.

- Faoktor-faktor penyebab tidak tercapainya, ferpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan.

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
perangkat daerah

- Kebijaokan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Bab Il Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

Bab ini membahas fujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatandi tahun 2018. Bab ini memuat:

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
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Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat
daerah.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, memuat perumusan
tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu  penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-
faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan, serta uraian garis besar mengenai
rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program
dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan
kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci

menurut sumber pendanaannya.

4. Bab IV Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,

kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
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2

EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA OPD TAHUN LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD

Pada Renstra 2013 — 2018, Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan “ Sulawesi Selatan sebagai Pilar Ulama Pembangunan
Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”
Evaluasi Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun
2018 dan rencana Program / kegiatan tahun 2019. Penyusunan rencana
program/kegiatan perubahan tahun 2019 memperhatikan realisasi
capaian kinerja tahun 2018, pencapaian target Rencana Strategis Badan
Pendapatan Daerah Tahun 2013 — 2018 serta realisasi pelaksanaan APBD
Badan Pendapatan Daerah sampai dengan akhir tahun 2018, sebagai
berikut :

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah faktor utama dalom keberhasilan
pembangunan daerah, selain seperti Sumber Daya Manusia, infrastruktur,
asset serta tata kelola pemerintfahan daerah. Pendapatan Daerah Tahun
2018 ditargetkan sebesar Rp 9.539.849.988.329,00 merupakan target yang
dianggap realistis dapat dicapai karena dianalisis dengan matang dan
dibahas dengan baik bersama DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang

merupakan penanggungjawab umum untuk capaiannya, namun sebagai

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
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suatu Organisasi Perangkat Daerah, maka yang dikelola langsung
targetnya adalah sebesar Rp 3.762.403.432.859,00 dengan realisasi
pencapaian tahun 2018 sebesar Rp 3.794.401.227.965,85 atau 100.85%.
Berikut digambarkan terget dan redlisasi Pendapatan Asli Daerah yang
dikelola langsung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun anggaran 2018.

Perencanaan pendapatan daerah merupakan hasil perhitungan
yang terukur secara rasional dan diharapkan dapat tercapai dalam kurun
waktu tertentu yang dihitung dari besarnya masing-masing sumber
pendapatan sesuai potensinya secara ril dengan mempertimbangkan
realisasi dari tahun-tahun sebelumnya dan berbagai variabel serta asumsi-
asumsi yang berpengaruh pada Kebijakan Perencanaan Pendapatan
Daerah Tahun 2019. Sedangkan komponen ferbesar yang merupakan
ukuran utama keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan  melalui  UPT Pendapatan yang berada pada tfiap
Kabupaten/Kota, dan masih bertumpu pada pengelolaan pajak
kendaraan bermotor. Adapun secara terinci dapat diuraikan sebagai
berikut :

1. Bermotor Pajak Kendaraan Daerah (PKB)
Bermotor Pajok Kendaraan Daerah (PKB) pada tahun anggaran 2018
ditargetkan sebesar Rp 1.195.598.000.000,- tahun 2018 telah terealisasi
sebesar Rp 1.242.314.483.837,- atau 103.91%.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada tahun anggaran
2018 ditargetkan sebesar Rp 987.912.000.000,- tahun 2018 telah
terealisasi sebesar Rp 901.224.678.479 - atau 91.23%.
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3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
Pajok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pada tahun
anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 619.639.647.000,- sampai
dengan tahun 2018 telah teredlisasi sebesar Rp 634.138.302.944,- atau
102.34%

4. Pajak Air Permukaan
Pajak Air Permukaan pada tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar
Rp 98.952.853.000,- tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 99.273.770.342,-
atau 100.32%

5. Pajak Rokok
Pajak Rokok pada tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar
Rp 560.000.000.000,- tahun 2018 teredalisasi sebesar Rp 585.233.421.326,-
atau 104,51%.

6. Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha pada tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar
Rp 154.530.000,- tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 166.305.200,- atau
107.62%.

7. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun
anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 109.489.402.859 - sampai tahun
2018 terealisasi sebesar Rp 108.949.315.359,- atau 99.51%.

8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada tahun anggaran 2018
ditargetkan sebesar Rp 185.472.000.000,- tahun 2018 terealisasi sebesar
Rp 217.915.950.478,85 atau 117,49%.
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9. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada tahun anggaran 2018
ditargetkan sebesar Rp 5.185.000.000,- di tahun 2018 terealisasi sebesar
Rp 5.185.000.000,- atau 100%

B. BELANJA DAERAH

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan
mensinergikan program intensifikasi dan ekstensikasi  sumber-sumber
pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan
kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyerderhanaan birokrasi,
peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan sosialisasi
dan pemberian informasi kepada masyarakat serta adanya reformasi
sistem perpajokan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi
peraturan daerah yang berlaku pada sektor pajak daerah.

Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesudian
regulasi atau pemungutan retribusi daerah yang sejalan dengan amanah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajok Daerah dan
Reftribusi Daerah.

Adapun upaya peningkatan pelayanan pajak melalui penerapan
Sistemm Layanan Unggulan yang terus dikembangkan sesuai tfuntutan
kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Kualitas
online system terus dikembangkan dan ditingkatkan serta telah
diterapkan pada semua Kantor UPT Pendapatan untuk mendukung
kapasitas maupun cakupan lingkup pelayanan. Demikian juga dengan
kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan
dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pajak, seperti
Drive Thru, Gerai Samsat Sayang, Samsat Keliling, Informasi Pajak,

Payment Point, SMS Info dan lain-lain.
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Secara bertahap, akan dikaji dan diterapkan pula sistem
pembayaran pajak langsung ke bank yang ditunjuk. Semua itu tidak
hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan wajib  pajak,
namun terlebih lagi untuk membangun kepercayaan publik melalui
peningkatan fransparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah
sebagaimana yang diamanatkan oleh Perda No.1 Tahun 2010 tentang
Pelayanan Publik.

Untuk mendukung semua kebijakan, program dan kegiatan yang
ada dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel untuk Tahun
Anggaran 2018, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung,
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 207.182.570.628.00 dengan rincian

sebagai berikut:

Rp 129.077.274.528,00
Rp 78.105.296.100,44

1. Belanja Tidak Langsung

2. Belanja Langsung

Untuk belanja tidak langsung, komponen terbesar justru adalah
persediaan pembayaran insentif (upah pungut) atas penerimaan pajak
daerah yang kemudian besarannya hanya 3 (tiga) persen dari total
target pendapatan. Komponen belanja tidak langsung lainnya yang
menyerap anggaran adalah gaji dan funjongan aparat Badan
Pendapatan Daerah termasuk yang tersebar pada 25 (dua puluh lima)
UPT Pendapatan yang terletak pada setiap Kabupaten/Kota.

Selanjutnya berkaitan dengan anggaran pada Belanja Langsung,
dialokasikan untuk pelaksanaan 112 (seratus dua belas) kegiatan yang
ada pada Sekretariat Badan, 5 (lima) Bidang dan 25 (dua puluh lima) UPT
Pendapatan yang berada pada setiap Kabupaten/Kota.

Belanja langsung yang secara umum sesudi evaluasi Tahun
Anggaran 2018 telah berjalan dengan capaian realisasi keuangan

sebesar 96.34%, sementara capaian fisiknya adalah 99.74%.
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Posisi Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel dalom agenda

Pemerintah Provinsi Sulawesi  Selatan, berada pada agenda VI,
Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan juga terkait dalam agenda i
sehingga dengan porsi alokasi  belanja  langsung  sebesar
Rp. 78.105.296.100,44,- ini dianggap masih belum memadai untuk
memantapkan sarana dan prasarana pelayanan. Sejumlah Kantor UPT
Pendapatan masih berstatus pinjom pakai dari Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan diharapkan dimasa mendatang sudah memiliki
kantor dengan status tanah dan bangunan sendiri, sebab menjadi syarat
utama dalam penilaian standar pelayanan publik terutama jika diajukan

untuk mendapatkan sertifikasi ISO.
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Tabel 1.

Realiasasi Pendapatan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

NO. PENDAPATAN 2018
TARGET PERUBAHAN REAL SD DESEMBER %

A. [PAJAK DAERAH 3,462,102,500,000.00 3,462,184,656,928.00 100.00
1 |PKB 1,195,598,000,000.00 1,242,314,483,837.00 103.91
2 |BBNKB 987,912,000,000.00 901,224,678,479.00 91.23
3 |PBBKB 619,639,647,000.00 634,138,302,944.00 102.34
4 (AP 98,952,853,000.00 99,273,770,342.00 100.32
5 |PAJAK ROKOK 560,000,000,000.00 585,233,421,326.00 104.51
B. |RETRIBUSI 154,530,000.00 166,305,200.00 107.62
1 |RPKD 154,530,000.00 166,305,200.00 107.62
C. |HASIL KEKAYAAN DAERAH 109,489,402,859.00 108,949,315,359.00 99.51
1 |LABA PERUSDA 630,884,500.00 90,797,000.00 14.39
2 |BANK SULSEL 107,522,132,287.00 107,522,132,287.00 100.00
3 |PT. KIMA 510,232,670.00 510,232,670.00 100.00
4 [PT.GMTD 211,200,000.00 211,200,000.00 100.00
5 |PT. ASKRIDA 614,953,402.00 614,953,402.00 100.00
D. |PAD LAIN LAIN YANG SAH 185,472,000,000.00 217,915,950,478.85 117.49
1 |JASA GIRO 50,000,000,000.00 28,351,485,679.42 56.70
2 |TGR - 7,499,659,208.92 -
3 |DENDA KETERLAM. 2,175,145,950.00 -
4 |DENDA PAJAK 51,972,000,000.00 61,455,861,768.00 118.25
1.DENDA PKB 50,330,502,000.00 58,803,320,605.00 116.83
2.DENDA BBNKB 1,641,498,000.00 2,652,541,163.00 161.59
5 |PENGEMBALIAN 83,500,000,000.00 118,000,854,193.51 141.32
6 |FASOS DAN FASOM 432,943,679.00 -
I |[TOTAL PAD (A+B+C+D) 3,757,218,432,859.00 3,789,216,227,965.85 100.85
Il [LAIN LAIN PEND. YG SAH 5,185,000,000.00 5,185,000,000.00 100.00
1 |[PENDAPATAN HIBAH 5,185,000,000.00 5,185,000,000.00 100.00
1. JASA RAHARJA 3,960,000,000.00 3,960,000,000.00 100.00
2. PELINDO 225,000,000.00 225,000,000.00 100.00
3. TONASA 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00
4. LINTAS ARTA - -
5. GMTD _ B
TOTAL PENDAP. BAPENDA (I+11) 3,762,403,432,859.00 3,794,401,227,965.85 100.85
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1.2. GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

Lima program badan Pendapatan Daerah Tahun Kerja 2018 dapat

diuraikan dalam 112 (seratus empat belas) kegiatan yakni sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2018 ini terdapat 29 (dua
puluh sembilan) kegiatan dengan readlisasi anggaran sebesar  Rp
56,105,562,013.00 atau 96,53% dengan realisasi fisik 100%, antara lain :

1. Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Makassar | Selatan, dengan realisasi sebesar Rp 3.095.277.796,00
atau 97,34% dari total anggaran Rp 3.179.798.000.00 dengan realisasi fisik
sebesar 100%

2. Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Parepare, dengan realisasi sebesar Rp 1.387.803.130.00 atau 98,23%
dari total anggaran Rp 1.412.880.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

3. Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Palopo, dengan realisasi sebesar Rp 2.039.788.341.00 atau 96,83%
dari total anggaran Rp 2.106.538.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

4. Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Bone, dengan realisasi sebesar Rp 1.553.381.971,00 atau 93,04% dari
total anggaran Rp 1.669.511.000,00 dengan redlisasi fisik sebesar 100%

5. Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Wajo, dengan realisasi sebesar Rp 1.631.448.254,00 atau 98,39% dari
total anggaran Rp 1.658.138.700.00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

6. Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Maros, dengan realisasi sebesar Rp 1.463.910.825,00 atau 95,07% dari
total anggaran Rp 1.539.818.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 20



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

7. Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Bantaeng, dengan realisasi sebesar Rp 1.414.646.360,00 atau 99,22%
dari total anggaran Rp 1.425.770.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

8. Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Pangkep, dengan redlisasi sebesar Rp 1.076.511.609,00 atau 93,80%
dari total anggaran Rp 1.147.633.500,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

9. Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Gowa, dengan redalisasi sebesar Rp 1.617.894.541,00 atau 97,28% dari
total anggaran Rp 1.663.056.950,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

10.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajaok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Sidrap, dengan realisasi sebesar Rp 1.504.969.726,00 atau 99,05% dari
total anggaran Rp 1.519.408.500,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

11.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Pinrang, dengan realisasi sebesar Rp 1.261.366.835,00 atau 97,84%
dari total anggaran Rp 1.289.242.400,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

12.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajaok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Tana Toraja, dengan realisasi sebesar Rp 979.505.951,00 atau 95,70%
dari total anggaran Rp 1.023.513.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

13.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Luwu Timur, dengan readlisasi sebesar Rp 1.246.216.591,00 atau
98.41% dari total anggaran Rp 1.266.354.000,00 dengan redlisasi fisik sebesar
100%

14.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Soppeng, dengan realisasi sebesar Rp 1.034.163.946,00 atau 97,97%
dari total anggaran Rp 1.055.554.500,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

15.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Bulukumba, dengan realisasi sebesar Rp 1.414.568.753,00 atau
93.40% dari total anggaran Rp 1.514.479.900,00 dengan redlisasi fisik sebesar
100%
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16.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajaok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Jeneponto, dengan realisasi sebesar Rp 1.283.417.037,00 atau
97.08% dari total anggaran Rp 1.321.960.000,00 dengan redlisasi fisik sebesar
100%

17.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajaok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Enrekang, dengan redlisasi sebesar Rp 1.157.294.138,00 atau 93,99%
dari total anggaran Rp 1.231.245.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

18.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Luwu, dengan realisasi sebesar Rp 1.941.143.180,00 atau 98,17% dari
total anggaran  Rp 1.977.268.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

19.Pengelolaan Barang dan Jasa Kebutuhan Kantor Badan Pendapatan
Daerah Prov. Sul Sel, dengan realisasi sebesar Rp 14.615.541.156,00 atau
96,45% dari total anggaran Rp 15.153.083.050,00 dengan redlisasi fisik sebesar
100%

20.Inventarisasi Barang dan Jasa Penyusunan Neraca Badan Pendapatan
Daerah, dengan realisasi sebesar Rp 412.454.734,00 atau 97,43% dari total
anggaran Rp423.326.000,00 dengan realisasi fisik selbesar 100%

21.Pengelolaan  Administrasi  Pajaok  Daerah, dengan readlisasi  sebesar
Rp1.480.765.000,00 atau 33,10% dari total anggaran Rp 1.485.500.000,00
dengan realisasi fisik sebesar 100%

22.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Makassar Il Utara, dengan realisasi sebesar Rp 2.464.274.448,00 atau
96,57% dari total anggaran Rp 2.551.795.000,00 dengan realisasi fisik sebesar
100%

23.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Selayar, dengan realisasi sebesar Rp 1.023.680.608.00 atau 95,08%
dari total anggaran Rp 1.076.660.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%
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24.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Toraja Utara, dengan realisasi sebesar Rp 948.934.482,00 atau 96,00%
dari total anggaran Rp 988.437.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

25.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Luwu Utara, dengan realisasi sebesar Rp 1.305.507.747,00 atau
98.55% dari total anggaran Rp 1.324.735.000,00 dengan redlisasi fisik sebesar
100%

26.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Barru, dengan redlisasi sebesar Rp 1.119.723.052,00 atau 98,01% dari
total anggaran  Rp 1.142.506.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

27.Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan realisasi sebesar
Rp 3.060.732.399,00 atau 92,69% dari total anggaran Rp 3.301.940.000,00
dengan redlisasi fisik sebesar 100%

28.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajaok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Sinjai, dengan redalisasi sebesar Rp 1.447.704.202,00 atau 97,74% dari
total anggaran  Rp 1.481.220.000,00 dengan redlisasi fisik sebesar 100%

29.Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajaok Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Takalar, dengan realisasi sebesar Rp 1.122.935.201,00 atau
94,51% dari total anggaran Rp 1.188.105.000,00 dengan realisasi fisik sebesar
100%
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Tabel 2.

Realiasasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2018

NO

PROGRAM / KEGIATAN

2

ANGGARAN
TAHUN 2018

3

REALISASI

Rp
4

%
5

FISIK
6

KET

Pelayanan Administrasi
Perkantoran

58,119,477,200.44

56,105,562,013.00

96.53

100.00

1

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil.
Makassar | Selatan

3,179,798,000.00

3,095,277,796.00

97.34

100.00

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Pare-
pare

1,412,880,000.00

1,387,803,130.00

98.23

100.00

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Palopo

2,106,538,000.00

2,039,788,341.00

96.83

100.00

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Bone

1,669,511,000.00

1,553,381,971.00

93.04

100.00

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Wajo

1,658,138,700.00

1,631,448,254.00

98.39

100.00

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Maros

1,539,818,000.00

1,463,910,825.00

95.07

100.00

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil.
Bantaeng

1,425,770,000.00

1,414,646,360.00

99.22

100.00

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Pangkep

1,147,633,500.00

1,076,511,609.00

93.80

100.00

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Gowa

1,663,056,950.00

1,617,894,541.00

97.28

100.00

10

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Sidrap

1,519,408,500.00

1,504,969,726.00

99.05

100.00

11

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Pinrang

1,289,242,400.00

1,261,366,835.00

97.84

100.00

12

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Tana
Toraja

1,023,513,000.00

979,505,951.00

95.70

100.00

13

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Lutim

1,266,354,000.00

1,246,216,591.00

98.41

100.00

14

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Soppeng

1,055,554,500.00

1,034,163,946.00

97.97

100.00

15

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil.
Bulukumba

1,514,479,900.00

1,414,568,753.00

93.40

100.00

16

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil.
Jeneponto

1,321,960,000.00

1,283,417,037.00

97.08

100.00

17

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil.
Enrekang

1,231,245,000.00

1,157,294,138.00

93.99

100.00
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2

3

4

18

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Luwu

1,977,268,000.00

1,941,143,180.00

98.17

100.00

19

Pengelolaan Barang dan Jasa
Kebutuhan Kantor Badan
Pendapatan Daerah Prov. Sul
Sel

15,153,083,050.44

14,615,541,156.00

96.45

100.00

20

Inventarisasi Barang dan Jasa
Neraca Badan Pendapatan
Daerah

423,326,000.00

412,454,734.00

97.43

100.00

21

Pengelolaan Administrasi Pajak
daerah

1,485,500,000.00

1,480,765,000.00

99.68

100.00

22

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil.
Makassar Il Utara

2,551,795,000.00

2,464,274,448.00

96.57

100.00

23

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Selayar

1,076,660,000.00

1,023,680,608.00

95.08

100.00

24

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Toraja
Utara

988,437,000.00

948,934,482.00

96.00

100.00

25

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Luwu
Utara

1,324,735,000.00

1,305,507,747.00

98.55

100.00

26

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Barru

1,142,506,700.00

1,119,723,052.00

98.01

100.00

27

Administrasi Pengelolaan
Pendapatan Daerah

3,301,940,000.00

3,060,732,399.00

92.69

100.00

28

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Sinjai

1,481,220,000.00

1,447,704,202.00

97.74

100.00

29

Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
UPT Pendapatan Wil. Takalar

1,188,105,000.00

1,122,935,201.00

94.51

100.00

Il. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Tahun 2018 ini terdapat 3

(tiga)
Rp 328.679.340,00 atau 99,57% dengan realisasi fisik 100%, antara lain :

kegiatan dengan readlisasi anggaran belanja langsung sebesar

1. Peningkatan SDM Aparatur Laki-laki/Perempuan Pengelola Administrasi
Pendapatan Daerah, sampai dengan akhir tahun 2018 tidak terealisasi.
2. Peningkatan Kapasitas SDM Operator Sistem dan Operator Data, dengan

realisasi 100% total anggaran sebesar Rp 120.97%.000,00
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3. Peningkatan SDM Aparatur Laki-Llaki/Perempuan Pengelolan Pendapatan
Daerah, dengan realisasi sebesar Rp 207.700.340,00 atau 99,33% dari total
anggaran Rp 209.103.500,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

Tabel 3.
Realiasasi Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Tahun 2018
ANGGARAN REALISASI
PROGRAM / KEGIATAN TAHUN KET
NO 2018 Rp % FISIK
1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

330,082,500.00

328,679,340.00

99.57 100.00

1 Peningkatan SDM aparatur Laki-Laki/Perempuan
pengelola admnistrasi pendapatan daerah

2 Peningkatan Kapasitas SDM Operator sistem dan
Operator Data

120,979,000.00

120,979,000.00

100.00 | 100.00

3 Peningkatan SDM Aparatur Laki-laki/Perempuan pada
Pengelolaan Pendapatan daerah

209,103,500.00

207,700,340.00

99.33 | 100.00

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Program Peningkatan Pengembangan

Evaluasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

Sistem Perencanaan

dan Sistem

dan Sistem

Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2018 ini terdapat 4 (empat) kegiatan dengan

realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 1.707.158.855,00 atau 98,23%

dengan redlisasi fisik 100%, antara lain :

1. Koordinasi Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan dan Evaluasi Kinerja

Bidang Pendapatan, dengan realisasi sebesar Rp 158.917.195,00 atau
99.63% dari total anggaran Rp 159.499.500,00 dengan redlisasi fisik

sebesar 100%

2. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan, dengan

realisasi sebesar Rp 838.310.647,00 atau 97,86% dari total anggaran
Rp 856.605.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

3. Asistensi Penyusunan Target Pokok dan Target Perubahan Tahunan

dibidang Pendapatan, dengan redalisasi sebesar Rp 238.421.200,00 atau
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99.04% dari total anggaran Rp 240.721.000,00 dengan realisasi fisik
sebesar 100%

Penyusunan Laporan, Rekonsiliasi, Realisasi dan Pertanggungjawaban
Keuangan, dengan redlisasi sebesar Rp 471.509.813,00 atau 97,99% dari
total anggaran Rp 481.180.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

Tabel 4
Realiasasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan
dan Sistrem Evaluasi Kinerja Tahun 2018

ANGGARAN REALISASI

KET
NO PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2018 Rp % FISIK
1 2 3 4 5 6 7
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan
Dan Sistem Evaluasi Kinerja 1,738,005,500.00 | 1,707,158,855.00 | 98.23 | 100.00
1 Koordinasi Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan
dan Evaluasi Kinerja Bidang Pendapatan 159,499,500.00 158,917,195.00 | 99.63 | 100.00
2 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program
Kegiatan 856,605,000.00 838,310,647.00 | 97.86 | 100.00
3 Asistensi Penyusunan Target Pokok dan Target
Perubahan Tahunan dibidang pendapatan 240,721,000.00 238,421,200.00 | 99.04 | 100.00
4 Penyusunan Laporan, Rekonsiliasi, Realisasi dan
Pertanggungjawaban Keuangan 481,180,000.00 471,509,813.00 | 97.99 | 100.00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Tahun 2018 ini terdapat 73 (tujuh puluh figa) kegiatan dengan

realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 16.440.437.926,00 atau

95,30% dengan realisasi fisik 99,25%, antara lain:

1. Pendataan dan Penagihan Pajok Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah

Makassar | Selatan, dengan realisasi sebesar Rp 108.103.900,00 atau
99.84% dari total anggaran Rp 108.274.000,00 dengan realisasi fisik
sebesar 100%

. Pendataan dan Penagihan Pajaok Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah

Parepare, dengan realisasi sebesar Rp 71.958.000,00 atau 99,98% dari
total anggaran Rp 71.974.000.00 dengan realisasi fisik sebesar 100%
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3. Pendataan dan Penagihan Pajaok Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Palopo, dengan realisasi sebesar Rp 70.644.000,00 atau 99,39% dari total
anggaran Rp 71.074.000.00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

4. Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Bone, dengan realisasi sebesar Rp 89.099.000,00 atau 97,06% dari total
anggaran Rp 21.800.000.00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

5. Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Wajo, dengan realisasi sebesar Rp 66.054.000,00 atau 99,.37% dari total
anggaran Rp 66.474.000.00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

6. Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Bantaeng, dengan realisasi sebesar Rp 72.187.000,00 atau 99,98% dari
total anggaran Rp 72.202.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

7. Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Gowa, dengan redlisasi sebesar Rp 105.934.000,00 atau 99,96% dari total
anggaran Rp 105.974.000.00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

8. Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Pinrang, dengan realisasi sebesar Rp 79.354.000,00 atau 99,85% dari total
anggaran Rp 79.474.000.00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

9. Pendataan dan Penagihan Pajok Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Maros, dengan realisasi sebesar Rp 79.228.000,00 atau 99,82% dari total
anggaran Rp 79.374.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

10.Pendataan dan Penagihan Pajok Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Pangkep, dengan realisasi sebesar Rp 80.646.900,00 atau 99,72% dari
total anggaran Rp 80.874.000.00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

11.Pendataan dan Penagihan Pajok Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Sidrap, dengan realisasi sebesar Rp 75.055.000,00 atau 99,87% dari total
anggaran Rp 72.150.000.00 dengan realisasi fisik sebesar 100%
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12.Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Tana Toraja, dengan realisasi sebesar Rp 71.763.500,00 atau 97,77% dari
total anggaran Rp 73.397.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%
13.Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Luwu Timur, dengan realisasi sebesar Rp 74.354.000,00 atau 99,84% dari
total anggaran Rp 74.474.000.00 dengan realisasi fisik sebesar 100%
14.Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Soppeng, telah tereadlisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp
67.874.000,00
15.Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Bulukumba, dengan redalisasi sebesar Rp 47.809.000,00 atau 99,41% dari
total anggaran Rp 48.094.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%
16.Pendataan dan Penagihan Pajaok Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Barru, dengan realisasi sebesar Rp 72.880.000,00 atau 98,57% dari total
anggaran Rp 73.935.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%
17.Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Luwu, dengan realisasi sebesar Rp 67.354.000,00 atau 99,82% dari total
anggaran Rp 67.474.000.00 dengan realisasi fisik sebesar 100%
18.Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Sinjai, dengan realisasi sebesar Rp 71.512.000,00 atau 97,65% dari total
anggaran Rp 73.232.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%
19.Pendataan dan Penagihan Pajok Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Takalar, dengan realisasi sebesar Rp 70.996.000,00 atau 87,46% dari total
anggaran Rp 81.171.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%
20.Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Selayar, dengan realisasi sebesar Rp 50.262.000,00 atau 96,87% dari total
anggaran Rp 51.884.000.00 dengan realisasi fisik sebesar 100%
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21.Pendataan dan Penagihan Pajaok Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Toraja Utara, dengan realisasi sebesar Rp 62.754.000,00 atau 99,59% dari
total anggaran Rp 63.014.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

22.Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Luwu Utara, dengan realisasi sebesar Rp 59.633.700,00 atau 99,77% dari
total anggaran Rp 59.774.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

23.Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Jeneponto, dengan realisasi sebesar Rp 66.879.500,00 atau 99.93% dari
total anggaran Rp 66.924.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

24 Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah
Enrekang, dengan realisasi sebesar Rp 65.456.000,00 atau 96,38% dari
total anggaran Rp 67.918.000.00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

25.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Makassar | Utara,
dengan realisasi sebesar Rp 385.113.000,00 atau 99,22% dari total
anggaran Rp 388.139.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

26.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Selayar, dengan
realisasi sebesar Rp 346.604.000,00 atau 90,46% dari total anggaran
Rp 383.139.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

27 .Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Parepare, dengan
realisasi sebesar Rp 669.349.800,00 atau 98,41% dari total anggaran
Rp 680.139.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

28.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Palopo, dengan
realisasi sebesar Rp 367.406.000,00 atau 95,87% dari total anggaran
Rp 383.214.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

29.Penertiban Pajok Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Bone, dengan
realisasi sebesar Rp 446.895.000,00 atau 97,98% dari total anggaran
Rp 456.114.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%
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30.Penertiban Pajaok Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Wajo, dengan
realisasi sebesar Rp 436.693.000,00 atau 96.,82% dari total anggaran
Rp 451.039.000,00 dengan realisasi fisik sebbesar 100%

31.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Jeneponto, dengan
realisasi sebesar Rp 363.292.800,00 atau 96,07% dari total anggaran
Rp 378.139.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

32.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Gowa, dengan
realisasi sebesar Rp 376.279.000,00 atau 97,97% dari total anggaran
Rp 384.079.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

33.Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan, dengan realisasi
sebesar Rp 328.920.560,00 atau 9991% dari total anggaran
Rp 329.216.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

34.Penertiban Pajok Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Maros, dengan
realisasi sebesar Rp 676.793.500,00 atau 89,20% dari fotal anggaran
Rp 758.739.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

35.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Barru, dengan
realisasi sebesar Rp 666.431.000,00 atau 98,04% dari total anggaran
Rp 679.754.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

36.Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional Badan Pendapatan
Daerah Prov. Sul Sel, dengan realisasi sebesar Rp 329.277.056.00 atau
99.51% dari total anggaran Rp 330.902.000,00 dengan realisasi fisik
sebesar 100%

37.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Luwu Timur, dengan
realisasi sebesar Rp 355.800.500,00 atau 92,86% dari total anggaran
Rp 383.139.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

38.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Takalar, dengan
realisasi sebesar Rp 350.021.000,00 atau 91,86% dari total anggaran
Rp 381.039.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%
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39.Intensifikasi  dan  Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan, dengan
realisasi sebesar Rp 105.986.065,00 atau 34,38% dari total anggaran
Rp 308.272.900,00 dengan realisasi fisik sebesar 45%

40.Penyusunan  Peraturan Pelaksanaan/Teknis dibidang Pendapatan,
dengan readlisasi sebesar Rp 155.119.827,00 atau 97,50% dari total
anggaran  Rp 159.096.500.00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

41.Asistensi dan Evaluasi Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, dengan
realisasi sebesar Rp 231.542.200,00 atau 92,90% dari total anggaran
Rp 249.230.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

42 Koordinasi, Pendataan, Penagihan, Pemantauan dan Optimalisasi
Penerimaan Pajak Rokok dengan pemerintah pusat dan UPTB, dengan
realisasi sebesar Rp 88.078.551,00 atau 95,90% dari total anggaran
Rp 91.845.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

43.Pemantauan HPU Kendaraan Bermotor serta penyusunan dan sosialisasi
tabel NJKB, dengan realisasi sebesar Rp 248.077.778,00 atau 96,05% dari
total anggaran Rp 258.288.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

44 Optimalisasi dan koordinasi Pemungutan Pajak Daerah, dengan realisasi
sebesar Rp 364.959.760,00 atau 9578% dari total anggaran
Rp 381.028.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

45.Rekonsiliasi Data Unit Kendaraan Bermotor, dengan realisasi sebesar Rp
258.683.500,00 atau 98% dari total anggaran Rp 263.949.500.00 dengan
realisasi fisik sebesar 100%

46.Monitoring dan Evaluasi Pajok Kendaraan Bermotor, dengan realisasi
sebesar Rp 53.914.000,00 atau 92,22% dari total anggaran
Rp 58.462.000,00 dengan redalisasi fisik sebesar 100%

47 Pengelolaan Dokumen Administrasi Pemungutan Reftribusi Daerah,
dengan readlisasi sebesar Rp 276.141.000,00 atau 99,74% dari total
anggaran Rp 276.850.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 32



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

48.Pemutakhiran Data Base Obyek dan Subyek Pajak Daerah, dengan
realisasi sebesar Rp 76.746.900.00 atau 99,97% dari total anggaran
Rp 76.770.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

49.Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya, dengan realisasi
sebesar Rp 132.233.744,00 atau 93,50% dari total anggaran
Rp 141.433.500,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

50.Evaluasi Pengelolaan Barang-Barang Berharga, dengan realisasi sebesar
Rp 101.616.840,00 atau 3,59% dari total anggaran Rp 106.736.500,00
dengan redlisasi fisik sebesar 100%

51.Monitoring dan Evaluasi Data Kendaraan Tidak Melakukan Pendaftaran
Ulang, dengan realisasi sebesar Rp 76.038.000,00 atau 96,80% dari total
anggaran Rp 78.550.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

52.Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Retribusi Daerah dan Bendo-
benda Berharga (Barang Kuasi), dengan readlisasi  sebesar
Rp 66.535.500,00 atau 91,99% dari total anggaran Rp 72.329.000,00
dengan realisasi fisik sebesar 100%

53.Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB  Wilayah
Makassar Il Utara, dengan realisasi sebesar Rp 111.954.000,00 atau 99,89%
dari total anggaran Rp 112.074.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

54.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Makassar Il Utara,
dengan readlisasi sebesar Rp 373.932.000,00 atau 96,34% dari total
anggaran  Rp 388.139.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

55.Penyusunan dan Pembahasan Ranperda dibidang Pendapatan,
dengan readlisasi sebesar Rp 143.752.016,00 atau 99,21% dari total
anggaran  Rp 143.881.250,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

56.Workshop/Sosialisasi Ranperda/Perda  dibidang Pendapatan, dengan
realisasi sebesar Rp 204.788.529,00 atau 91,72% dari total anggaran
Rp 223.280.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%
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57.Rekonsiliosi Data serta Penatausahaan Penerimaan dan Tunggakan
Pajak Air Permukaan serta PBBKB, dengan readlisasi sebesar
Rp 100.107.520,00 atau 85,05% dari total anggaran Rp 117.701.500,00
dengan redalisasi fisik sebesar 100%

58.Penertiban Pajok Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Toraja Utara,
dengan realisasi sebesar Rp 378.356.000,00 atau 98,75% dari total
anggaran  Rp 383.139.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

59.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Luwu Utara, dengan
realisasi sebesar Rp 377.029.000,00 atau 98,41% dari total anggaran
Rp 383.139.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

60.Penertiban Pajok Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Bantaeng, dengan
realisasi sebesar Rp 376.547.000,00 atau 98,27% dari total anggaran
Rp 383.189.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

61.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Enrekang, dengan
realisasi sebesar Rp 353.407.000,00 atau 96% dari total anggaran
Rp 368.139.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

62.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Pinrang, dengan
realisasi sebesar Rp 378.339.000,00 atau 98,13% dari total anggaran
Rp 385.539.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

63.Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek
Pajak, dengan realisasi sebesar Rp 102.689.000,00 atau 99,41% dari total
anggaran Rp 103.294.500,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

64.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Luwu, dengan
realisasi sebesar Rp 340.409.000,00 atau 81,56% dari total anggaran
Rp 417.351.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

65.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Sidrap, dengan
realisasi sebesar Rp 372.187.000,00 atau 97,17% dari total anggaran
Rp 383.014.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%
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66.Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah, dengan realisasi sebesar
Rp305.721.219,00 atau 99.27% dari total anggaran Rp 307.973.250,00
dengan redalisasi fisik sebesar 100%

67.Penertiban Pajok Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Tana Torqgja,
dengan readlisasi sebesar Rp 365.801.500,00 atau 96,74% dari total
anggaran Rp 376.139.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

68.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Soppeng, dengan
realisasi sebesar Rp 372.719.000,00 atau 98,96% dari total anggaran
Rp 376.639.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

69.Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional,
dengan realisasi sebesar Rp 43.602.200,00 atau 97,60% dari total
anggaran Rp 44.675.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

70.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Bulukumba, dengan
realisasi sebesar Rp 440.358.000,00 atau 96,14% dari total anggaran
Rp 458.049.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

71.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Pangkep, dengan
realisasi sebesar Rp 676.055.300,00 atau 98,96% dari total anggaran
Rp 683.139.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

72.Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Sinjai, dengan
realisasi sebesar Rp 451.810.000,00 atau 98,69% dari total anggaran
Rp 457.810.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

73.Verifikasi dan Analisa Penghapusan Piutang, dengan readlisasi sebesar
Rp 88.529.261,00 atau 96,40% dari total anggaran Rp 91.839.500,00

dengan redlisasi fisik sebesar 100%

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 35



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

Tabel 5

Realiasasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Tahun 2018

ANGGARAN REALISASI
NO PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2018 Rp % FISIK KET
1 2 3 4 5 6 7
4 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan

Daerah 17,251,584,900.00 | 16,440,437,926.00 | 95.30 | 99.25
1 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Makassar | Selatan 108,274,000.00 108,103,900.00 | 99.84 | 100.00
2 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Parepare 71,974,000.00 71,958,000.00 | 99.98 | 100.00
3 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Palopo 71,074,000.00 70,644,000.00 | 99.39 | 100.00
4 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Bone 91,800,000.00 89,099,000.00 | 97.06 | 100.00
5 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Wajo 66,474,000.00 66,054,000.00 | 99.37 | 100.00
6 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Bantaeng 72,202,000.00 72,187,000.00 | 99.98 100.00
7 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Gowa 105,974,000.00 105,934,000.00 | 99.96 | 100.00
8 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Pinrang 79,474,000.00 79,354,000.00 99.85 100.00
9 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Maros 79,374,000.00 79,228,000.00 | 99.82 | 100.00
10 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Pangkep 80,874,000.00 80,646,900.00 | 99.72 | 100.00
11 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Sidrap 75,150,000.00 75,055,000.00 | 99.87 | 100.00
12 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Tana Toraja 73,397,000.00 71,763,500.00 | 97.77 | 100.00
13 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Luwu Timur' 74,474,000.00 74,354,000.00 | 99.84 | 100.00
14 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Soppeng 67,874,000.00 67,874,000.00 | 100.00 | 100.00
15 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Bulukumba 48,094,000.00 47,809,000.00 | 99.41 | 100.00
16 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Barru 73,935,000.00 72,880,000.00 | 98.57 | 100.00
17 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Luwu 67,474,000.00 67,354,000.00 | 99.82 | 100.00
18 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Sinjai 73,232,000.00 71,512,000.00 | 97.65 | 100.00
19 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Takalar 81,171,000.00 70,996,000.00 | 87.46 | 100.00
20 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Selayar 51,884,000.00 50,262,000.00 | 96.87 | 100.00
21 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Toraja Utara 63,014,000.00 62,754,000.00 | 99.59 | 100.00
22 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Luwu Utara 59,774,000.00 59,633,700.00 | 99.77 | 100.00
23 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Jeneponto 66,924,000.00 66,879,500.00 | 99.93 | 100.00
24  Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan Wil. Enrekang 67,918,000.00 65,456,000.00 | 96.38 | 100.00
25 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan

Wil. Makassar | Selatan 388,139,000.00 385,113,000.00 | 99.22 | 100.00
26  Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan

Wil. Selayar 383,139,000.00 346,604,000.00 | 90.46 | 100.00
27 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan

Wil. Parepare 680,139,000.00 669,349,800.00 | 98.41 | 100.00
28 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan

Wil. Palopo 383,214,000.00 367,406,000.00 | 95.87 | 100.00
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1 2 3 4 5 6
29 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Bone 456,114,000.00 446,895,000.00 | 97.98 | 100.00
30 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Wajo 451,039,000.00 436,693,000.00 | 96.82 | 100.00
31 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Jeneponto 378,139,000.00 363,292,800.00 | 96.07 | 100.00
32 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Gowa 384,079,000.00 376,279,000.00 | 97.97 | 100.00
33 Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
329,216,000.00 328,920,560.00 | 99.91 | 100.00
34  Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Maros 758,739,000.00 676,793,500.00 | 89.20 | 100.00
35 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Barru 679,754,000.00 666,431,000.00 | 98.04 | 100.00
36 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional
Badan Pendapatan Daerah Prov. SulSel 330,902,000.00 329,277,056.00 | 99.51 | 100.00
37 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Luwu Timur 383,139,000.00 355,800,500.00 | 92.86 | 100.00
38 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Takalar 381,039,000.00 350,021,000.00 | 91.86 | 100.00
39 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan 308,272,900.00 105,986,065.00 | 34.38 | 45.00
40 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan / Teknis dibidang
Pendapatan 159,096,500.00 155,119,827.00 | 97.50 | 100.00
41  Asistensi dan Evaluasi Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak
Rokok 249,230,000.00 231,542,200.00 | 92.90 | 100.00
42  Koordinasi, pendataan, penagihan, pemantauan dan
optimalisasi penerimaan pajak rokok dengan pemerintah 91,845,000.00 88,078,551.00 | 95.90 | 100.00
pusat dan UPTB
43 Pemantauan HPU Kendaraan bermotor serta penyusunan
dan sosialisasi tabel NJKB 258,288,000.00 248,077,778.00 | 96.05 | 100.00
44  Optimalisasi dan koordinasi pemungutan pajak daerah
381,028,000.00 364,959,760.00 | 95.78 | 100.00
45 Rekonsiliasi Data Unit kendaraan bermotor
263,949,500.00 258,683,500.00 | 98.00 | 100.00
46  Monitoring dan evaluasi pajak kendaraan bermotor
58,462,000.00 53,914,000.00 | 92.22 | 100.00
47  Pengelolaan dokumen administrasi pemungutan retribusi
daerah 276,850,000.00 276,141,000.00 | 99.74 | 100.00
48 Pemutakhiran Data Base Objek dan Subjek Pajak daerah
76,770,000.00 76,749,900.00 | 99.97 | 100.00
49  Evaluasi Penerimaan retribusi daerah dan PAD lainnya
141,433,500.00 132,233,744.00 | 93.50 | 100.00
50 Evaluasi pengelolaan barang-barang berharga
106,736,500.00 101,616,840.00 | 95.20 | 100.00
51 Monitoring dan evaluasi data kendaraan tidak melakukan
pendaftaran ulang 78,550,000.00 76,038,000.00 | 96.80 | 100.00
52 Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Retribusi Daerah
dan Benda-benda Berharga (Barang Kuasi) 72,329,000.00 66,535,500.00 | 91.99 | 100.00
53 Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB
Wil. Makassar Il Utara 112,074,000.00 111,954,000.00 | 99.89 | 100.00
54  Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil.
Makassar Il Utara 388,139,000.00 373,932,000.00 | 96.34 | 100.00
55 Penyusunan dan pembahasan Ranperda dibidang
Pendapatan 143,881,250.00 143,752,016.00 | 99.91 | 100.00
56  Workshop/sosialisasi ranperda/perda dibidang
pendapatan 223,280,000.00 204,788,529.00 | 91.72 | 100.00
57 Rekonsiliasi data serta penatausahaan penerimaan dan
tunggakan pajak air permukaan dan PBBKB 117,701,500.00 100,107,520.00 | 85.05 | 100.00
58 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Toraja Utara 383,139,000.00 378,356,000.00 | 98.75 | 100.00
59 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Luwu Utara 383,139,000.00 377,029,000.00 | 98.41 | 100.00
60 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Bantaeng 383,189,000.00 376,547,000.00 | 98.27 | 100.00
61 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Enrekang 368,139,000.00 353,407,000.00 | 96.00 | 100.00

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

37




RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6

62 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan

Wil. Pinrang 385,539,000.00 378,339,000.00 | 98.13 | 100.00
63 Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan Pendataan

Subjek/Objek Pajak Daerah 103,294,500.00 102,689,000.00 | 99.41 | 100.00
64 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan

Wil. Luwu 417,351,000.00 340,409,000.00 | 81.56 | 100.00
65 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan

Wil. Sidrap 383,014,000.00 372,187,000.00 | 97.17 | 100.00
66 Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah

307,973,250.00 305,721,219.00 | 99.27 | 100.00

67 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan

Wil. Tana Toraja 378,139,000.00 365,801,500.00 | 96.74 | 100.00
68 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan

Wil. Soppeng 376,639,000.00 372,719,000.00 | 98.96 | 100.00
69 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Aparat Fungsional 44,675,000.00 43,602,200.00 | 97.60 | 100.00
70 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan

Wil. Bulukumba 458,049,000.00 440,358,000.00 | 96.14 | 100.00
71 Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan

Wil. Pangkep 683,139,000.00 676,055,300.00 | 98.96 | 100.00
72  Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan

Wil. Sinjai 457,810,000.00 451,810,000.00 | 98.69 | 100.00
73  Verifikasi, Analisa dan Kendaraan Tidak Melakukan

Pendaftaran Ulang 91,839,500.00 88,529,261.00 | 96.40 | 100.00

Program Peningkatan Aksesibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan

Pajak Daerah

Program Peningkatan Aksesibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan

Pajak Daerah Tahun 2017 ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan redlisasi

anggaran belanja langsung sebesar Rp 663.159.503,00 atau 99,55% dengan

realisasi fisik 100%, antara lain :

Peningkatan dan Pengembangan Layanan Unggulan Samsat Prov. Sul
Sel, dengan redlisasi sebesar Rp 327.326.927,00 atau 99,47% dari total
anggaran Rp 329.074.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%

Pengelolaan website Badan Pendapatan Daerah Prov. Sul Sel, dengan

realisasi 100% dari total anggaran sebesar Rp 10.000.000.00

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Layanan Unggulan Samsat,

dengan redlisasi sebesar Rp 325.832.576,00 atau 99,62% dari total

anggaran Rp 327.072.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%.
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Tabel 6
Realiasasi Program Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan Akuntabilitas
Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2018

ANGGARAN REALISASI
NO PROGRAM / KEGIATAN TAHUN KET
2018 Rp % FISIK
1 2 3 4 5 6 7
5 Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan
Akuntabilitas Pelayanan Pajak Daerah 666,146,000.00 | 663,159,503.00 | 99.55 | 100.00
1 Peningkatan dan pengembangan layanan unggulan
samsat Prov. Sul Sel 329,074,000.00 | 327,326,927.00 | 99.47 | 100.00
2 Pengelolaan web site Badan Pendapatan Daerah
Prov. Sulsel 10,000,000.00 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00
3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan
unggulan samsat 327,072,000.00 | 325,832,576.00 | 99.62 | 100.00

2.2. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Badan Pendapatan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tertuang daloam
Peraturan Gubernur Nomor: 99 Tahun 2016 fentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, masin banyak ditemui permasalahan/hambatan
dalam kaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak
Daerah meliputi:

1. masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha unfuk

membayar pajaknya tepat waktu.

Permasalahan ini disebabkan oleh akar masalah yaitu :

— belum semua wajib pajak yang melakukan kewajibannya secara
tepat waktu,

— sanksi atas pelanggaran pajak dan retribusi belum cukup memaksa
waijib pajak dan retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

2. Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas sumber daya bapenda

Permasalahan ini disebabkan oleh akar masalah yaitu :

— masih rendahnya kompetensi aparat,
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Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para
mitra lainnya,

Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas
kinerja Pegawai,

beberapa kantor UPT pendapatan masih berstatus pinjom pakai dari

pemerintah daerah

3. Belum maksimalnya inovasi pelayanan pajok daerah yang berbasis

teknologi informasi Permasalahan ini dapat dilihat dari masih adanya :

Data base potensi Pajok Daerah dan Retribusi Daerah yang belum
valid,

terdapat sumber pendapatan yang potensial, namun tidak dapat
dipungut karena tidak diatur dalam regulasi

Belum lengkapnya prosedur operasi baku (standard operating

procedure).
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3
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Visi dan Misi serta kebijakan yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategi Badan
Pendapatan Daerah (Renstra OPD), maka untuk mengoperasionalisasikan
agenda yang tertuang di dalamnya, maka Rencana Kerja Badan Pendapatan
Daerah akan diuraikan tujuan, sasaran dan Kebijakan untuk mengarahkan
Rencana Kerja pada tahun 2017.

Penetapan kebijaksanaan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan
dan sasaran dalam kaitannya dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, maka kebijokan yang ditetapkan adalah sebagai
berikut:

1. Mendorong Penerimaan Pendapatan Daerah Sebagai Sumber
Pembiayaan, yang diarahkan pada ;

1) Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta
lain-lain PAD yang sah.

3) Pengawasan Keuangan Daerah.

4) Pemantapan Sistem Informasi terkait potensi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
2. Perwujudan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, yang diarahkan pada:
1) Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana
3) Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Pengembangan SDM & Organisasi, di arahkan pada:
1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

2) Penataan Kelembagaan Organisasi
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4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk memenuhi kewajibannya
kepada Daerah/Negara, diarahkan pada :
1) Peningkatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajok dan Retribusi Daerah
pada masyarakat
2) Pembinaan dan Penertiban pajak Kendaraan
5. Penilaian Kewajaran Kerja sebagai langkah baru bagi jajaran

Dispenda Tahun 2016, sebagai berikut:

PENILAIAN KEWAJARAN KERJA

PROGRAM
KEGIATAN > TARGET KINERJA
ANGGARAN BELANJA » STANDAR BIAYA

T

HARGA YANG BERLAKU
7. Penilaian Kinerja dalam pengelolaan program dan kegiatan didasarkan
atas :
DASAR PENILAIAN KINERJA

Masukan :
Besaran sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program atau
kegiatan
Keluaran:
Barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan
Hasil :
Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam suatu program atau kegiatan

Penilaian kewajaran kerja dan dasar penilaion kinerja akan diurai

tersendiri dalom Rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai LAKIP Badan
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Pendapatan Daerah Tahun 2018. Sedangkan laporan keuangan akan terlihat

dalam Neraca Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2018.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.2.1 Tujuan

1.

SR L

Mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai
tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan.

Tergalinya Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mewujudkan Pelayanan Prima.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur.
Berkembang dan mantapnya kinerja organisasi.

Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat waijib pajak,
dengan indicator meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi
kewajibannya secara tepat waktu.

Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak kendaraan bermotor
se- Sulawesi Selatan, dengan indikator semakin  meningkatnya
kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajok kendaraan
pbermotor.

Meningkatkan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator

di Bidang Pendapatan Daerah.

3.2.2 Sasaran

1.

Tercapainya peningkatan Pendapatan Daerah sampai dengan tahun
2017, dengan indikator fingkat kenaikan penerimaan Pendapatan
Daerah sebesar 10% per tahun.

Terdatanya Potensi Pajok Daerah sampai dengan Tahun 2017,

indikatornya Jumlah Obyek Pajak yang terpungut.
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3. Meningkatnya jumlah Wajib Retribusi Daerah, indikatornya jumlah wajib
retribusi yang terpungut.

4. Tergalinya Sumber Penerimaan Pendapatan Daerah Bidang Non Pajak
di luar Retribusi Daerah.

5. Terciptanya pelaksanaan prinsip-prinsip Pelayanan Prima, dengan
indikator meningkatnya Transparansi, Kecepatan, Kemudahan,
Kenyamanan Pelayanan terhadap Wajib Pajok di seluruh UPTD se-
Sulawesi Selatan.

6. Terwujudnya standar fasilitas  pelayanan, dengan  indikator
terpenuhinya sarana pokok dan penunjang yang memadai.

7. Tersedionya dukungan anggaran, indikatornya  terpenuhinya
kebutuhan anggaran belanja dinas.

8. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan
indikator meningkatnya kompetensi pegawai.

9. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan
indikator terpenuhinya formasi pegawai.

10. Terwujudnya sistem dan prosedur pemungutan Pendapatan Daerah,
dengan indikator tertib administrasi pemungutan pendapatan daerah;

11. Terwujudnya sistem dan prosedur penerimaan Dana Perimbangan
Keuangan, dengan indikator tertib administrasi penerimaan Dana

Perimbangan Keuangan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan tujuan, sasaran dan kebijokan dalam Rencana Kerja tahun
2019, yang tentu saja mengacu pada tahapan Renstra Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023, maka program dan
kegiatan Badan Pendapatan Daerah menjabarkan Misi ke-1 RPJMD vyaitu
“Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif” sebagai
berikut:
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3.3.1. PROGRAM POKOK

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai
tugas/kegiatan pokok mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Daerah untuk
membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan, senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan
Pendapatan Daerah setiap tahunnya.

Program Pokok yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan dengan mengacu pada RKPD Tahun 2019 serta sesuai Renstra
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tidak lain dimaksudkan
untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan. Oleh karena itu Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 disusun
dengan berbagai pokok-pokok kebijaokan dalam pengelolaan Pendapatan
Daerah sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 yang meliputi :

A. ENAM PROGRAM

Program yang akan direncanakan untuk Tahun Anggaran 2019 adalah
sebagai berikut:
1. Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak
Daerah.
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pandapatan Daerah.
Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja.

o AL

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

B. KEGIATAN
Keenam Program Badan Pendapatan Daerah Tahun Kerja 2019, dapat

diuraikan dalam 143 (seratus empat puluh tiga) kegiatan yakni sebagai berikut :
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1. Program Peningkatan Aksesibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas
Pelayanan Pajak Daerah.

Melalui progam ini diarahkan pada terwujudnya akuntabilitas dan
transparansi kinerja organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan yang ditandai dengan beberapa kegiatan terkait dengan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat kemudion adanya upaya peningkatan
koordinasi antar pihak terkait dengan kesamsatan serta upaya penyebarluasan
informasi  melaluis sistem aplikasi  berbasis website, sehingga dapat
menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang diharapkan berdampak
pada peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan pada masyarakat.

Program Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan akuntabilitas
Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2019 ini diharapkan dapat dilaksanakan secara
maksimal sehingga outcome dari 3 (tiga) kegiatan dapat terlaksana 100%.
Berikut nama kegiatan tersebut antara lain :

1. Jasa SMS Broadcast kepada waijib pajak,

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Layanan Unggulan Samsat,
3. Peningkatan dan Pengembangan Layanan Unggulan Samsat Prov. Sul
Sel.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan
Daerah.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan ini, diharapkan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi  Sulawesi  Selatan  mampu  mewujudkan
manajemen pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien, hal ini ditunjang
dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan manajemen
kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, seperti
ketersediaan data, monitoring, laporan dan kunjungan kerja, program ini

memperlihatkan bahwa sebagian besar kegiatannya diarahkan pada
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perwujudan manajemen organisasi yang efektif dan efisien dalam upaya

peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah.

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan

daerah Tahun 2019 ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal

sehingga outcome dari 119 (seratus sembilan belas) kegiatan dapat terlaksana

100%. Berikut nama kegiatan tersebut antara lain :

1.

Pendataan dan Penagihan Pajok Kendaraan

Wilayah Makassar | Selatan,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Makassar Il Utara,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Parepare,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Palopo,

Pendataan dan Penagihan
Wilayah Bone,

Pendataan dan Penagihan
Wilayah Wajo,

Pendataan dan Penagihan
Wilayah Bantaeng,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Gowa,

Pendataan dan Penagihan
Wilayah Pinrang,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Maros,

Pendataan dan Penagihan

Wilayah Pangkep,

Pajak

Pajak

Pajak

Pajak

Pajak

Pajak

Pajak

Pajak

Pajak

Pajak

Kendaraan

Kendaraan

Kendaraan

Kendaraan

Kendaraan

Kendaraan

Kendaraan

Kendaraan

Kendaraan

Kendaraan

Bermotor

Bermotor

Bermotor

Bermotor

Bermotor

Bermotor

Bermotor

Bermotor

Bermotor

Bermotor

Bermotor

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan
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12.

17.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Pendataan dan Penagihan
Wilayah Sidrap,

Pendataan dan Penagihan
Wilayah Tana Torgja,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Luwu Timur,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Soppeng,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Bulukumba,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Barru,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Luwu,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Sinjai,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Takalar,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Selayar,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Toraja Utarag,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Luwu Utara,
Pendataan dan Penagihan
Wilayah Jeneponto,
Pendataan dan Penagihan

Wilayah Enrekang,

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

UPT

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan
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26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Makassar |
Selatan,

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Makassar
Il Utara,

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Parepare,
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Palopo,
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Bone,
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Wajo,
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Bantaeng,
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Gowa,
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang,
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Maros,
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Pangkep,
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Sidrap,
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Tana
Torqgja,

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Luwu
Timur,

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Soppeng.
Penertiban Pajok Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah
Bulukumba,

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Barru,
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Luwu,
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Sinjai,
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Takalar,
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Selayar,
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Torgja

Utara,
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48.

49.

50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
/0.
/1.
72.
/3.

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Luwu
Utara,

Penertiban Pajok Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah
Jeneponto,

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan Wilayah Enrekang,
Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan,

Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak,
Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan APBD dan Rekonsiliasi Pelaporan
Pendapatan Daerah,

Verifikasi dan Analisa Kendaraan Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang,
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan,

Penyusunan Perafuran Perundang-undangan Pendapatan Daerah,
Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Pajak Rokok,

Pemutakhiran Data Base Obyek dan Subyek Pajak Daerah,

Penyusunan dan Sosialisasi NJKB,

Pembinaan SDM Aparatur Sipil Pendapatan Daerah,

Peningkatan Pengelolaan Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan dan PBBKB,
Peningkatan Pengelolaan PKB dan BBNKB,

Evaluasi dan Monitoring Retribusi Daerah dan PADL,

Evaluasi Penerimaan PAD pada UPT Bapenda,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Palopo,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Parepare,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Makassar | Selatan,
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Bone,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Wajo,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Maros,

Sosialisasi Pajaok Daerah UPT Pendapatan Wilayah Bantaeng,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Pangkep,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Gowa,

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

50



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

74.
/5.
/6.
/7.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.

95.

96.

97.

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Sidrap,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Pinrang,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Tana Toragja,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Luwu Timur,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Soppeng,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Bulukumba,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Enrekang,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Luwu,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Makassar Il Utara,
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Selayar,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Toraja Utara,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Luwu Utara,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Barru,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Sinjai,

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Takalar,

Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan,
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan Aparat Fungsional,

Asistensi  Penyusunan Target Pokok dan Target Perubahan bidang
Pendapatan daerah,

Peningkatan Kapasitas SDM Operator Sistem dan Operator Data,
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Makassar | Selatan,

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Makassar Il Utara,

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Parepare,

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan

Wilayah Palopo,
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98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

106.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

Penatausahaan Pengelolaan
Wilayah Bone,
Penatausahaan Pengelolaan
Wilayah Wajo,

Penatausahaan Pengelolaan
Wilayah Bantaeng,
Penatausahaan Pengelolaan
Wilayah Gowa,
Penatausahaan Pengelolaan
Wilayah Pinrang,
Penatausahaan Pengelolaan
Wilayah Maros,
Penatausahaan Pengelolaan
Wilayah Pangkep,
Penatausahaan Pengelolaan
Wilayah Sidrap,
Penatausahaan Pengelolaan
Wilayah Tana Torgja,
Penatausahaan Pengelolaan
Wilayah Luwu Timur,
Penatausahaan Pengelolaan
Wilayah Soppeng,
Penatausahaan Pengelolaan
Wilayah Bulukumba,
Penatausahaan Pengelolaan
Wilayah Barru,

Penatausahaan Pengelolaan

Wilayah Luwu,

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Daerah UPT
Daerah UPT
Daerah UPT
Daerah UPT
Daerah UPT
Daerah UPT
Daerah UPT
Daerah UPT
Daerah UPT
Daerah UPT
Daerah UPT
Daerah UPT
Daerah UPT
Daerah UPT

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan
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112. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Sinjai,

113. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Takalar,

114. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Selayar,

115. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Toraja Utara,

116. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Luwu Utara,

117. Penatausahaan Pengelolaon Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Jeneponto,

118. Penatausahaan Pengelolaon Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wilayah Enrekang,

119. Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang).

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Melalui program dan kegiatan ini, diharapkan mampu meningkatkan
kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
dapat terlaksana degan baik, serta ketersediaan dan pemanfaatan sarana-
prasarana aparatur berupa data base, dokumen, barang dan jasa serta kantor
yang memadai untfuk pengelolaan pendapatan dan pelayanan. Program ini
juga diharapkan mampu memfasilitasi aparatur dalam  lingkup Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kinerjanya,
sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan
pemberian pelayanan pada masyarakat.

Program administrasi pelayanan perkantoran Tahun 2019 ini diharapkan
dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga outcome dari 8 (delapan)
kegiatan dapat terlaksana 100%. Berikut nama kegiatan tersebut antara lain :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
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Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS,

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan,
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
Penyediaan Makanan dan Minuman,

Pelaoksanaan dan Keikutsertaan Pameran,

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

2 O N OO0~ LD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Melalui  pelaksanaan  program dan  kegiatan ini,  diharapkan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mampu meningkatkan
kinerja organisasi, hal ini ditunjong sarana dan prasarana yang memadai guna
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalom upaya peningkatan
capaian pendapatan daerah.

Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD Tahun 2019 ini
diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga outcome dari 5
(lima) kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Berikut nama kegiatan tersebut
antara lain :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Asrama,

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantion Suku Cadang Kendaraan
Jabatan/Dinas,

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kanftor,

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor,

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/ Aplikasi/Website.

o 0~

Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Melalui pelaksanaan program dan kegiatan ini, diharapkan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mampu meningkatkan kinerja
organisasi, hal ini ditunjong dengan kemampuan aparatur  dalam
mengaplikasikan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah dengan

baik serta diharapkan mampu menilai tentang hasil pelaksanaan kegiatan
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sehingga dapat membuat suatu bentuk pertanggungjowaban terhadap
realisasi tiap-tiap kegiatan baik fisik maupun keuangannya dan tentunya pula
diharapkan adanya kemapuan dalom mengukur program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan untuk setiap tahunnya.

Program peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
Tahun 2019 ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga
outcome dari 5 (lima) kegiatan dapat terlaksana 100%. Berikut nama kegiatan
tersebut antara lain :

1. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Perangkat Daerah,

Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD,

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan,

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun,

o~ 0D

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

6. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan ini, diharapkan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mampu meningkatkan kinerja
organisasi, hal ini ditunjong dengan kemampuan aparatur dalam peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur dalom pengelolaan pendapatan daerah
dengan baik.

Program peningkatan disipilin dan Kapasitas sumber daya aparatur Tahun
2019 ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga outcome
dari 3 (tiga) kegiatan dapat terlaksana 100%. Berikut nama kegiatan tersebut
antara lain :
1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Korpri beserta Perlengkapannya,
2. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu,

3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
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Tabel 7

Tujuan, sasaran dan penganggaran Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Prov. SulSel
Tahun Anggaran 2019

Indikator Kinerja Data Capaian | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan  |Program (Outcome) dan| pada Tahun Tahun 2019
Kegiatan (Output) Awal Target Rp
1) @ ©) @ ©) ©) 0) ®) O
Meningkatkan tingkat PROGRAM PELAYANAN %Pemenuhan
kemandirian Fiskal Persentase kebutuhan | 0.00 | 00 | 50 ADMINISTRASI administrasi 100% 100 % 18,147,117,760.00
Daerah dukungan PERKANTORAN perkantoran
Meningkatnya penyelenggaraan Penyediaan Jasa . .
dukungan administrasi, [urusan yang terpenuhi | 0,00 | 00 | 50 {001 | Komunikasi, Sumber Daya Jumlah b@ya tag.|haln 12 Bulan 6,322,058,960.00
) o telepon, air dan listrik
sarana-prasarana, Air dan Listrik
kompetensi SDM ASN Jumlah pajak
dalam pencapaian kendaraan
kinerja urusan serta dinas/operasional 66 Unit
Terpenuhinya Roda 4 yang
kebutuhan dukungan Penyediaan Jasa Perizinan| terbayarkan
penyelenggaraan 0.00 | 00 [ 50 {002 | Kendaraan 95,000,000.00
urusan pendapatan Dinas/Operasional Jumlah pajak
daerah kendaraan
dinas/operasional 105 Unit
Roda 2 yang
terbayarkan
Penyediaan Jasa Tenaga | Jumlah Jasa Tenaga
0.00 | 00 | 50 (003 Non PNS Non PNS 193 Orang 8,053,864,500.00
Jumiah AT yang 57 Jenis ATK
tersedia
Penyediaan Alat Tulis
000 | 00 | 50 [005 | Kantor, Barang Cetakan | JUMah Cetakanyang 4 Jenis 1,922,459,300.00
tersedia
dan Penggandaan
Jumlah Penlggandaan 100000 Lembar
yang tersedia
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Kendaraan Jabatan/Dinas

1) @ ©) @) ©) ©) U) ®) ©
Penyediaan Komponen .Jumlah kom ponen
Instalasi instalasi
0.00 | 00 [ 50 |006 | . .. listrikipenerangan 452 Unit 50,035,000.00
Listrik/Penerangan
bangunan kantor yang
Bangunan Kantor .
tersedia
. Jumlah biaya jamuan
000 | 00 | 50 [oog | Pemediaanakanandan | o dan minum 4 Jenis 953700,000.00
Minuman )
yang tersedia
000 | 00 150 [o0g Pe!aksanaan dan Jumlah Keikutsertaan > Pameran 300,000,00000
Keikutsertaan Pameran dalam Pameran
nglah perjalanan 571 Kali
dinas
Rapat-rapat Koordinasi Jumlah oerialan Di
000 | 00 | 50 {010 | danKonsultasi Dalam dan | “m " PENIAN Dinas 556 Kali 450,000,000.00
Dalam Daerah
Luar Daerah
Jumlah Perjalanan .
Dinas Luar Daerah 1oKal
Meningkatnya
) ) dukungan administrasi, | P k h
Meningkatkan tingkat g ersentase kebutuhan PROGRAM PENINGKATAN | 9%Pemenuhan sarana
- sarana-prasarana, dukungan
kemandirian Fiskal . 0.00 [ 00|51 SARANA DAN prasarana 100% 100 % 10,339,597,224.00
kompetensi SDMASN | penyelenggaraan
Daerah . . PRASARANA APARATUR | perkantoran
dalam pencapaian urusan yang terpenuhi
kinerja urusan serta
Terpenuhinya
kebutuhan dukungan
enyelenggaraan
penyetendd Pemeliharaan Jumlah Unitgedung
urusan pendapatan . )
daerah 0.00 | 00 [ 51 |004 | Rutin/Berkala Gedung kantor/asrama yang 26 Unit 1,971,107,000.00
Kantor / Asrama dipelihara
;Z?nigr;?l::&n dan Jumlah kendaraan
0.00 | 00 | 51 {006 . jabatan/dinas yang 171 Unit 1,649,856,000.00
Penggantian Suku Cadang dielihara
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@) 2 (3) @ () (6) (7) (8) ©)
Jumlah perlengkapan dan
Pengadaan Perlengkapan .
0.00 | 00 [ 51 |009 dan Peralatan Kantor peraIaFan gedung kantor yang 467 Unit 5,701,402,000.00
tersedia
Pemeliharaan Jumlah perlengkapan dan
000 | 00 | 51 |010| Rutin/Berkala peralatan gedung kantor yang 1144 Unit 832,232,224.00
Perlengkapan dan dipelihara
] ] Jumlah Sistem
Informasi/Aplikasi yang 4 Sistem
Pemeliharaan dan dipelihara dan Informasi/Aplikasi
0.00 | 00 [ 51 |012 | Pengembangan Sistem dikembangkan 185,000,000.00
InformasilAplikasiMebsite
Jumlah Berita/Informasi yang 100
diposting di Website Berita/informasi
0
Meningkatkan tingkat |Meningkatnya Persentase capaian EEI?S\T(? AMN;E\:WGKATAN A;I:;ec?:::nhar:e:o;zmzr:an
kemandirian Fiskal efektivitas dan efisiensi |target pendapatan 0.00 | 00 [ 52 ' P ’p. g. o 100% 100 % 659,429,800.00
Daerah engelolaan obvek PAD |daerah PENGANGGARAN DAN dan pelaporan kinerja tepat
Peng Y EVALUASI KINERJA wakiu
Jumlah Dokumen RKAdan
DPAbaik Pokok dan 2 Dokumen
Perubahan yang tersusun
Jumlah Dokumen Renja dan
_ Perubahan Renja yang 2 Dokumen
Penyusunan dan Evaluasi | disusun dan ditetapkan
000 | 00 | 52 |00z | DoKumenPerencanaan -y i Dokumen Renstra 450,829,800.00
dan Penganggaran oD i p 1 Dok
Perangkat Dagrah . yang disusun dan okumen
ditetapkan
Jumlah Dokumen Evaluasi
PD yang tersusun dan 4 Dokumen
dilaporkan
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Khusus Hari-hari tertentu

Khusus Hari-hari
tertentu yang tersedia

(1) ) () () () (6) (7 (8) 9)
Jumlah Laporan Data
& Informasi yang 28 Laporan
Pengumpulan dan dikumpulkan
0.00 | 00 | 52 {004 | Publikasi Data dan 108,000,000.00
Informasi OPD Jumlah Data dan
Informasi yang 4 Jenis
terpublikasi
Penyusunan dan Jumlah Laporan
0.00 | 00 | 52 | 005 | Pengelolaan Administrasi | Administrasi 12 Laporan 86,300,000.00
Keuangan Keuangan
Jumlah laporan
Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran
0.00 | 00 | 52 {006 | Keuangan Semesteran dan akghirtahun 0 2 Laporan 11,300,000.00
dan Akhir Tahun . yang
disusun
Penyusunan Pelaporan Jl:: l::sliaspr?araal?sasi
000 | 00 | 52 {007 | Prognosis Realisasi Prog 1 Laporan 3,000,000.00
anggaran yang
Anggaran )
disusun
Meningkatkan tingkat ZSLZT:‘;Q kebutuhan PROGRAVPENNGKATAN | o o o
kemandirian Fiskal | Meningkatnya penyelge ggaraan 000 | 00 | 53 DISIPLIN DAN KAPASITAS S"angat baik ' 100% 100 % 1,575,680,000.00
Daerah dukungan administrasi, urusan yang terpenuhi SUMBER DAYA APARATUR
sarana-prasarana,
kompetensi SDM ASN Jumlah Pakaian Dinas
dalam pencapaian Pengadaan Pakaian Dinas | dan Pakaian KORPRI
kinerja urusan serta 0.00 | 00 | 53 {002 | dan Pakaian KORPRI Beserta 951 Pasang 825,330,000.00
Terpenuhinya Beserta Perlengkapannya | Perlengkapannya yang
kebutuhan dukungan tersedia
enyelenggaraan
penyeenad — Jumlah Pakaian Dinas
urusan pendapatan Pengadaan Pakaian Dinas Labanaan dan Pakaian
daerah 0.00 | 00 | 53 {003 | Lapangan dan Pakaian pang 1046 Pasang 687,500,000.00
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(1) ) (3) () () (6) ) (8) 9
Sosialisasi Peraturan Jumiah peserta
0.00 [ 00 | 53 | 008 sosialisasi peraturan 150 Orang 62,850,000.00
Perundang-undangan
perundang-undangan
PROGRAM PENINGKATAN C::;”Zig:gf\z;(jrfa”
. . . Persentase obyek PAD AKSESBILITAS, petay '
Meningkatkan tingkat |Meningkatnya and terpenuhi TRANSPARANS! DAN gerai samsat, samsat
kemandirian Fiskal efektivitas dan efisiensi yang terp 300 [ 02 ] 05 payment point, 100% 100 % 237,250,000.00
Daerah engelolaan obyek PAD pemasukannya secara ARUNTABLLITAS samsat kelilin
peng y tepat waktu PELAYANAN PAJAK ¢
DAERAH penerapan standar
IS0 9001:2000
Jumlah Terkirimnya
Jasa SMS Broadcast SMS Ucapan Terima I L
3.00 | 02 | 05 (001 . i . 0 Wajib Pajak {200000 Wajib Pajak 54,000,000.00
kepada Wajib Pajak kasih Kepada Wajib fore Jore
Pajak
Monitoring dan Evaluasi Jumlah lokasi layanan
300 | 02 [ 05 |002| Pelayanan Layanan unggulan samsatyang [ 25 Lokasi 25 Lokasi 88,250,000.00
Unggulan Samsat dimonitoring
Peningkatan dan Jumlah ketersediaan
300 | 02 | 05 |oog | Penoembanganiayanan | inovsilayanan 000 1 novasi 95,000,000.00
Unggulan Samsat unggulan samsat bagi
Prov.SulSel masyarakat
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Kendaraan Bermotor

(1) 0 (3) () () (6) (7 (8) 9)
Kontribusi PAD Jumlah pendapatan
terhadap pendapatan asli daerah sektor 99473117793 Rp
. . . PROGRAM PENINGKATAN .
Meningkatkan tingkat  [Meningkatnya daerah DAN PENGEMBANGAN retribusi
kemandirian Fiskal pertumbuhan Realisasi 3.00 | 02 | 06 14,170,932,400.00
Daerah PAD PENGELOLAAN Jumlah pendapat
isasi PENDAPATAN DAERAH umiah pendapatan
EeAgumbuhan realisasi asli daerah sektor 3612118330000 Rp
pajak
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada .
300 | 02 | 06 | 001 UPT Pendapatan WIL Waiib Pajak 100% 12075 SP3D 52,404,000.00
Makassar | Selatan Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada .
300 | 02 | 06 |002 UPT Pendapatan WIL Waijib Pajak 100% 9082 SP3D 77,520,000.00
Makassar Il Utara Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada
| 2 L 100% 7702 SP3D ,100,000.
300 1021 06 003 UPT Pendapatan WIL Pare-| Wajib Pajak 00% 0253 66.100,000.00
Pare Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada
300 | 02 | 06 |004 UPT Pendapatan WIL Waiib Pajak 7506 SP3D 46,120,000.00
Palopo Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada
300 [ 02 | 06 | 005 UPT Pendapatan WIL Waiib Pajak 9823 SP3D 78,120,000.00
Bone Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan JDL:?;;h iiizslf: ng da
3.00 | 02 | 06 | 006 | Pajak Kendaraan Bermotor Waiib FE)a'ak P 7113 SP3D 59,120,000.00
UPT Pendapatan WIL Wajo Ihra
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F r F F F r F
(1) ) (3) (4) () (6) () (8) (9)

Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 [ 02 | 06 [007 UPT Pendapatan WIL Waiib Pajak 7728 SP3D 63,720,000.00
Bantaeng Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 [ 02 | 06 008 UPT Pendapatan WIL Waiib Pajak 11340 SP3D 74,620,000.00
Gowa Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 [ 02 | 06 009 UPT Pendapatan WIL Wajib Pajak 7970 SP3D 63,300,000.00
Pinrang Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

/ 2 1 L 493 SP3D 4,570,000.

300 102106 1010 UPT Pendapatan WIL Wajib Pajak 849353 64,570,00000
Maros Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

J 2 11 N 4 SP3D 27,300,000.

300 10210610 UPT Pendapatan WIL Wajib Pajak 8654 SP3 300,00000
Pangkep Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 [ 02| 06 012 UPT Pendapatan WIL Waiib Pajak 7720 SP3D 35,120,000.00
Sidrap Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 [ 02| 06 013 UPT Pendapatan WIL Tana| Wajib Pajak 7854 SP3D 40,420,000.00
Toraja Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 | 02 | 06 |014 UPT Pendapatan WIL Waiib Pajak 7970 SP3D 50,400,000.00
Luwu Timur Kendaraan Bermotor
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Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 | 02 | 06 [015 UPT Pendapatan WIL Waiib Pajak 7113 SP3D 41,500,000.00
Soppeng Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 | 02 | 06 016 UPT Pendapatan WIL Waiib Pajak 5150 SP3D 40,620,000.00
Bulukumba Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 | 02 | 06 |017 UPT Pendapatan WIL Waiib Pajak 8125 SP3D 52,000,000.00
Barru Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 | 02 | 06 |018 UPT Pendapatan WL Waiib Pajak 7220 SP3D 55,120,000.00
Luwu Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 | 02 | 06 |019 UPT Pendapatan WIL Waiib Pajak 7493 SP3D 60,000,000.00
Sinjai Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

| 2 2 o P3D 1,500,000.

300 1021 06 1020 UPT Pendapatan WIL Wajib Pajak 8686 SP3 61,500,00000
Takalar Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 | 02 | 06 |021 UPT Pendapatan WIL Waiib Pajak 5552 SP3D 26,050,000.00
Selayar Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 | 02 | 06 |022 UPT Pendapatan WIL Waiib Pajak 6743 SP3D 55,120,000.00
Toraja Utara Kendaraan Bermotor
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Pendapatan WIL Bone

yang ditertibkan

(1) ) () () () (6) (7 ®) 9

Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 | 02 | 06 |023 UPT Pendapatan WIL Waiib Pajak 6397 SP3D 64,116,000.00
Luwu Utara Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 | 02 | 06 |024 UPT Pendapatan WIL Waiib Pajak 7161 SP3D 64,653,000.00
Jeneponto Kendaraan Bermotor
Pendataan, Penagihan Jumlah SP3D yang
Pajak Kendaraan Bermotor| Disampaikan kepada

300 | 02 | 06 |025 L 7269 SP3D 63,120,000.00
UPT Pendapatan WIL Wajib Pajak
Enrekang Kendaraan Bermotor
Penertiban Pajak Jumlah unitkendaraan
Kendaraan Bermotor UPT | bermotor wilayah .

300 1021 06 1026 Pendapatan WIL Makassar| Makassar | Selatan 1000 Unit 61,450,00000
| Selatan yang ditertibkan
Penertiban Pajak Jumlah unitkendaraan
Kendaraan Bermotor UPT | bermotor wilayah .

3001 02 ) 06 1027 Pendapatan WIL Makassar| Makassar Il Utara yang 1000 Unit 53,500,000.00
Il'Utara ditertibkan
FERA FEm—

300 [ 02| 06 (028 bermotor wilayah Pare- 800 Unit 44,500,000.00
Pendapatan WIL Pare- L

Pare yang ditertibkan

Pare
Penertiban Pajak Jumlah unitkendaraan

3.00 | 02 | 06 |029 | Kendaraan Bermotor UPT | bermotor wilayah 800 Unit 44,500,000.00
Pendapatan WIL Palopo Palopo yang ditertibkan
Penertiban Pajak Jumlah unitkendaraan

3.00 | 02 | 06 |030| KendaraanBermotor UPT | bermotor wilayah Bone 1000 Unit 53,456,000.00
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Penertiban Pajak Jumlah unitkendaraan

3.00 | 02 | 06 |031| Kendaraan Bermotor UPT | bermotor wilayah Wajo 900 Unit 50,000,000.00
Pendapatan WIL Wajo yang ditertibkan
T

300 [ 02 | 06 {032 | Kendaraan Bermotor UPT Bantaeng yanéa 500 Unit 28,600,000.00
Pendapatan WIL Bantaeng ditertibkan
Penertiban Pajak Jumlah unit kendaraan

3.00 | 02 | 06 |033 | Kendaraan Bermotor UPT | bermotor wilayah 1000 Unit 55,235,000.00
Pendapatan WIL Gowa Gowa yang ditertibkan
I P

300 | 02 | 06 |034 | Kendaraan Bermotor UPT Pinrang yang v 800 Unit 44,800,000.00
Pendapatan WIL Pinrang ditertibkan
Penertiban Pajak Jumlah unit kendaraan

3.00 | 02 | 06 |035| Kendaraan Bermotor UPT | bermotor wilayah 900 Unit 54,500,000.00
Pendapatan WIL Maros Maros yang ditertibkan
Penertiban Pajak ;::nr;irsogutill;enﬂaraan

300 [ 02 | 06 [036| Kendaraan Bermotor UPT Pangkep yangya 800 Unit 41,500,000.00
Pendapatan WIL Pangkep ditertibkan
Penertiban Pajak Jumlah unit kendaraan

3.00 | 02 | 06 |037 | Kendaraan Bermotor UPT | bermotor wilayah 900 Unit 56,000,000.00
Pendapatan WIL Sidrap sidrap yang ditertibkan

3.00 | 02 | 06 | 038 bermotor wilayah tana 500 Unit 29,500,000.00
Pendapatan WIL Tana toraja yang ditertibkan
Toraja J2Yang

3.00 | 02 | 06 | 039 bermotor wilayah Luwu 800 Unit 41,260,000.00
Pendapatan WIL Luwu ) e
Timur Timur yang ditertibkan
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penerbanpac | M inendarer

300 [ 02 | 06 |040 [ KendaraanBermotor UPT Soppeng yang;,a 600 Unit 31,500,000.00
Pendapatan WIL Soppeng diteribkan
Penertiban Pajak Jumlah unit kendaraan

300 | 02 | 06 los Kendaraan Bermotor UPT | bermotor wilayah 800 Unit 40,858,000.00
Pendapatan WIL Bulukumba yang
Bulukumba ditertibkan
Penertiban Pajak Jumlah unitkendaraan

300 | 02 | 06 [ 042 [ KendaraanBermotor UPT | bermotor wilayah Barru 600 Unit 33,000,000.00
Pendapatan WIL Barru yang ditertibkan
Penertiban Pajak Jumlah unitkendaraan

300 | 02 | 06 [ 043 KendaraanBermotor UPT | bermotor wilayah Luwu 600 Unit 34,500,000.00
Pendapatan WIL Luwu yang ditertibkan
Penertiban Pajak Jumlah unitkendaraan

300 | 02 | 06 | 044 [ KendaraanBermotor UPT | bermotor wilayah Sinjai 600 Unit 35,700,000.00
Pendapatan WIL Sinjai yang ditertibkan
Penertiban Pajak Jumlah unit kendaraan

300 | 02 | 06 |045 | Kendaraan Bermotor UPT | bermotor wilayah 600 Unit 42,000,000.00
Pendapatan WIL Takalar | Takalaryang
penerbanpac | M inendarer

300 | 02 | 06 | 046 [ KendaraanBermotor UPT Selayar yang v 500 Unit 26,950,000.00
Pendapatan WIL Selayar ditertibkan
Penertiban Pajak Jumlah unitkendaraan

300 | 02 | 06 |47 Kendaraan BermotoerT bermotorwﬂayah 500 Unit 26,950,000.00
Pendapatan WIL Toraja Toraja Utara yang
Utara ditertibkan

300 | 02 | 06 |048 bermotor wilayah Luwu 600 Unit 38,301,000.00
Pendapatan WIL Luwu L
Utara Utara yang ditertibkan
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Penertiban Pajak Jumlah unitkendaraan
300 | 02 | 06 | 049 Kendaraan Bermotor UPT | bermotor wilayah 600 Unit 35,520,000.00
Pendapatan WIL Jeneponto yang
Jeneponto ditertibkan
Penertiban Pajak Jbl;r:]n:ilzol: rxtilzenﬁaraan
3.00 [ 02|06 |050 | KendaraanBermotor UPT Enrekang yan;a 500 Unit 29,500,000.00
P tan WIL Enrek -
endapatan nrekang diteriibkan
Jumlah laporan
Pemeriksaan Administrasi administrasi
300 |02 | 06 |051 pengelolaan 30 Laporan 201,410,000.00
Pengelolaan Pendapatan
pendapatan yang
diperiksa
Jumlah laporan hasil
Monitoring Pelaksanaan | monitoring
300 | 02 | 06 |052 | Penertiban dan Pendataan | Pelaksanaan 8 Laporan 62,750,000.00
Subjek/Objek Pajak penertiban dan
pendataan
Jumlah Laporan Target
dan Realisasi
Pendapatan Daerah 12 Laporan
Penyusunan LKPJ,Nota | yang disusun
300 | 02 | 06 |05z | PEMuNGANAPBDAEN Ty L oran LS 172,056,000.00
Rekonsiliasi Pelaporan i 1 Laporan
Pendapatan Daerah yang disusun
Jumlah Laporan Nota
Perhitungan yang 1 Laporan
disusun
Verifikasi dan Analisa Laporan hasil verifikasi
Kendaraan Tidak dan analisa kendaraan
300 102106 ) 054 Melakukan Pendaftaran yang tidak melakukan 4Laporan 51,200,000.00
Ulang pendaftaran ulang

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

67




RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

PAD
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Intensifikasi dan Jumlah Laporan
300 | 02 | 06 [055 | Ekstensifikasi Sumber- potensi pajak yang 2 Laporan 53,000,000.00
Sumber Pendapatan belum dikelola
Penyusunan Peraturan Jirlz:?sr;gz;aﬁ;i:is
300 | 02 | 06 |056 | Perundang-undangan p. 10 Produk Hukum 80,900,000.00
bidang pendapatan
Pendapatan Daerah .
yang disusun
Laporan hasil Rapat
Asistensi, Monitoring dan | Kerja asistensi,
300 | 02 | 06 [057 | Evaluasi Pemanfaatan monitoring dan 4 Laporan 76,300,000.00
Dana Pajak Rokok evaluasi Pemanfaatan
dana pajak rokok
Pemutakhiran Data Base Jumlah lanoran hasil
300 | 02 | 06 {058 | Objekdan Subjek Pajak p 8 laporan 52,100,000.00
pemutakhiran
Daerah
Penyusunan dan
3.00 | 02 | 06 059 Sosialisasi NJKB Pergub Tentang NJKB 75 set 166,750,000.00
300 | 02 | 06 |ogo | Pembinaan SOMAparaur - Jumlah aporan asil 18 Laporan 278,022,000.00
Sipil Pendapatan Daerah | pemhinaan
Peningkatan Pengelolaan Jumlah monevdan
300 | 02 | 06 [061 | Pajak Rokok, Pajak Air Koordinasi 6 Laporan 70,000,000.00
Permukaan dan PPBKB
Peningkatan Pengelolaan Jumiah money,
300 | 02 | 06 [062 PKB dan BBNKB konsullta5|. dan 10 laporan 76,400,000.00
koordinasi
Jumlah laporan dan
berit iori 4 laporan
Evaluasi dan Monitoring erita acara monitoring
300 |02 | 06 |063 | Retribusi Daerah dan Jumlah Buku 75,500,000.00
PADL Pendapatan daerah 50 exp
Kab/Kota
. . Jumlah laporan hasil
300 | 02 | 06 |064 Evaluasi Penerimaan PAD Evaluasi Penerimaan 4 laporan 40,000,000.00
pada UPT Bapenda
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Sidrap

(1) 0 (3) () () (6) (7 (8) 9)
Sosialisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan hasil
300 | 02 | 06 |065| UPT Pendapatan Wil Sosialisasi Pajak 1 Laporan 104,800,000.00
Pa|op0 Daerah UPT. W||
Sosialisasi Pajak Daerah i%r:izl:?gzgkhas”
300 | 02 | 06 [066 [ UPTPendapatan Wil.Pare- Daerah UPT. Wil Pare- 1 Laporan 52,400,000.00
pare
pare
Sosialisasi Pajak Daerah Jum.lah Laporgn hasil
) Sosialisasi Pajak
3.00 | 02 | 06 | 067 [ UPTPendapatan Wil. i 1 Laporan 52,400,000.00
Daerah UPT. Wil
Makassar | Selatan
Makassar | Selatan
L Jumlah Laporan hasil
300 | 02 | 06 | 068 LSJ(};??’IE:;;Pzi::V?I:e;T]e Sosialisasi Pajak 1 Laporan 52,400,000.00
P ' Daerah UPT. Wil Bone
e Jumlah Laporan hasil
300 | 02 | 06 | o069 LSJ(;’??E:;;Pzi::V?IT\;\?:O Sosialisasi Pajak 1 Laporan 52,400,000.00
P - Daerah UPT. Wil Wajo
Sosialisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan hasil
3.00 | 02 | 06 | 070 [ UPT Pendapatan Wil. Sosialisasi Pajak 1 Laporan 52,400,000.00
Maros Daerah UPT. Wil Maros
Sosialisasi Pajak Daerah Jum.lah Laf“”?“ hasil
300 | 02 | 06 |071| UPTPendapatan Wil Sosialisasi Pajak 1 Laporan 54,400,000.00
' patan B Daerah UPT. Wil P A0
Bantaeng
Bantaeng
L lah L hasil
Sosialisasi Pajak Daerah Jum'al af"’r?” as!
. Sosialisasi Pajak
3.00 | 02 | 06 | 072 UPT Pendapatan Wil. ) 1 Laporan 52,400,000.00
Panake Daerah UPT. Wil
gkep Pangkep
Sosialisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan hasil
300 | 02 | 06 | 073 | UPT Pendapatan Wil. Sosialisasi Pajak 1 laporan 52,400,000.00
Gowa Daerah UPT. Wil Gowa
L lah L hasil
Sosialisasi Pajak Daerah Jum'al af"”?” as!
. Sosialisasi Pajak
3.00 | 02 | 06 | 074 [ UPT Pendapatan Wil. ) 1 Laporan 52,000,000.00
Sidrap Daerah UPT. Wil
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Sosialisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan hasil

300 | 02 [ 06 [075| UPTPendapatan Wil. Sosialisasi Pajak Daerah 1 laporan 52,400,000.00
Pinrang UPT. Wil Pinrang
Sosialisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan hasil

300 | 02 [ 06 [076 | UPTPendapatan Wil. Tana| Sosialisasi Pajak Daerah 1Laporan 52,400,000.00
Toraja UPT. Wil Tana Toraja
Sosialisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan hasil

300 | 02 [ 06 {077 | UPTPendapatan Wil. Sosialisasi Pajak Daerah 1 laporan 104,800,000.00
Luwu Timur UPT. Wil Luwu Timur
Sosialisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan hasil

300 | 02 [ 06 [078| UPTPendapatan Wil. Sosialisasi Pajak Daerah 1Laporan 52,400,000.00
Soppeng UPT. Wil Soppeng
Sosialisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan hasil

300 | 02 [ 06 [079| UPTPendapatan Wil. Sosialisasi Pajak Daerah 1Laporan 52,400,000.00
Bulukumba UPT. Wil Bulukumba
Sosialisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan hasil

3.00 | 02 [ 06 {080 | UPTPendapatan Wil. Sosialisasi Pajak Daerah 1 laporan 52,400,000.00
Jeneponto UPT. Wil Jeneponto
Sosialisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan hasil

300 | 02 [ 06 [081| UPTPendapatan Wil. Sosialisasi Pajak Daerah 1Laporan 52,400,000.00
Enrekang UPT. Wil Enrekang
Sosialisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan hasil

300 | 02 [ 06 [082| UPTPendapatan Wil. Sosialisasi Pajak Daerah 1Laporan 104,800,000.00
Luwu UPT. Wil Luwu
Sosialisasi Pajak Daerah “;l:giz?si?ggkhgirah

300 | 02 [ 06 [083| UPTPendapatan Wil. i ] 1 Laporan 52,400,000.00

UPT. Wil Makassar Il
makassar Il Utara
Utara

Sosialisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan hasil

3.00 | 02 [ 06 (084 | UPTPendapatan Wil. Sosialisasi Pajak Daerah 1Laporan 52,400,000.00
Selayar UPT. Wil Selayar
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Wil. Makassar Il Utara

Utara

(1) (2) () () () (6) (7 (®) )
Sosialisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan hasil
300 [ 02 | 06 [085| UPTPendapatan Wil Toraja| Sosialisasi Pajak Daerah 1 Laporan 52,400,000.00
Utara UPT. Wil Toraja Utara
Sosialisasi Pajak Daerah Jumlah Laporan hasil
300 | 02 | 06 | 086 | UPTPendapatan Wil. Luwu | Sosialisasi Pajak Daerah 1 Laporan 104,800,000.00
Utara UPT. Wil Luwu Utara
L Jumlah Laporan hasil
300 | 02 | 0 [og7 | SosialisasiPaikDactah | o i Pajak Dacran 1 Laporan 52,400,000.00
UPT Pendapatan Wil. Barru )
UPT. Wil Barru
o Jumlah Laporan hasil
300 | 02 | 06 [ogg | SosiaisasiPaikDactah | o aci Pajak Dacrah 1 Laporan 52,400,000.00
UPT Pendapatan Wil. Sinjai I
UPT. Wil Sinjai
Sosialisasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan hasil
300 | 02| 06 [089| UPTPendapatan Wil. Sosialisasi Pajak Daerah 1 Laporan 52,400,000.00
Takalar UPT. Wil Takalar
Tindak Lanjutdan Evaluasi | Jumlah laporan hasil tindak
300 | 02| 06 [090| Hasil Pemeriksaan dan lanjut pemeriksaan dan 14 Laporan 117,500,000.00
Pengawasan pengawasan
Pemutakhiran Data Tindak | Jumlah laporan hasil
300 | 02 | 06 |091| LanjutPemeriksaan Aparat | pemutakhiran data tindak 8 laporan 41,500,000.00
Fungsional lanjut
i;sftnps;s:: dp;nﬁ ?u:tan Jumlah laporan hasil
300 | 02 | 06 | 092 g . g asistensi penyusunan target 2 laporan 102,400,000.00
Perubahan Bidang APBD pokok dan perubahan
Pendapatan Daerah P P
Peningkatan Kapasitas Jumlah peserta pelatihan
300 | 02 | 06 |093| SDMoperator Sistem dan | operator Sistem dan operator 750rang 1,500,000.00
Operator Data data
Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan Penatausahaan UPT
300 ] 02 | 06 0% Daerah UPT Pendapatan Pendapatan Wil. Makassar | 12 Laporan 770,040.200.00
Wil. Makassar | Selatan Selatan
Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan Penatausahaan UPT
300 ] 02 | 06 097 Daerah UPT Pendapatan Pendapatan Wil. Makassar Il 12 Laporan 393820,50000
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(1) 0 (3) () () (6) U ®) 9
Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan | Penatausahaan UPT
300 1021 06 1098 Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil. Pare- 12 Laporan 471,019,00000
Wil. Pare-pare pare
Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan | Penatausahaan UPT
300 1021 06 1099 Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil. 12laporan 326,578,50000
Wil. Palopo Palopo
Penatausahaan
Pengelolaan Pendapatan Jumlah Laporan
3.00 | 02 | 06 |100 g P Penatausahaan UPT 12 laporan 318,589,000.00
Daerah UPT Pendapatan )
. Pendapatan Wil. Bone
Wil. Bone
Penatausahaan
Pengelolaan Pendapatan Jumiah Laporan
300 |02 | 06 |101]| " p Penatausahaan UPT 12 laporan 305,534,000.00
Daerah UPT Pendapatan Pendaatan Wi Waio
Wil. Wajo P e
Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan | Penatausahaan UPT
300 1021 06 1102 Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil. 12laporan 257,845,00000
Wil. Bantaeng Bantaeng
Penatausahaan
Pengelolaan Pendapatan Jumiah Laporan
300 (02|06 (103 g p Penatausahaan UPT 12 laporan 537,200,500.00
Daerah UPT Pendapatan )
i Pendapatan Wil. Gowa
Wil. Gowa
Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan | Penatausahaan UPT
300 1021 06 | 104 Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil. 12laporan 484,767,00000
Wil. Pinrang Pinrang
Penatausahaan
Pengelolaan Pendapatan Jumlah Laporan
300 |02 | 06 |105 g P Penatausahaan UPT 12 laporan 284,970,000.00
Daerah UPT Pendapatan )
. Pendapatan Wil. Maros
Wil. Maros
Penatausahaan Jumlah Laporan
300 | 02 | 06 | 106 Pengelolaan Pendapatan Penatausahaap UPT 12 Laporan 295.894,500.00
Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil.
Wil. Pangkep Panakep
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Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan | Penatausahaan UPT

300 1021 06 107 Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil. 12 Laporan 445,532,000.00
Wil. Sidrap Sidrap
Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan | Penatausahaan UPT

300102 ) 06 108 Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil. Tana 12 Laporan 243,355,000.00
Wil. Tana Toraja Toraja
Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan | Penatausahaan UPT

300 102106 1109 Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil. Luwu 12 Laporan 391,754,00000
Wil. Luwu Timur Timur
Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan | Penatausahaan UPT

300 1021 06 110 Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil. 12 Laporan 300,180,000.00
Wil. Soppeng Soppeng
Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan | Penatausahaan UPT

300 102106 1111 Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil. 12 Laporan 20708640000
Wil. Bulukumba Bulukumba
Penatausahaan
Pengelolaan Pendapatan Jumiah Laporan

300 | 02| 06 |112 g P Penatausahaan UPT 12 Laporan 242,280,000.00
Daerah UPT Pendapatan )

i Pendapatan Wil. Barru

Wil. Barru
Penatausahaan
Penelolaan Pendapat Jumlah Laporan

300 | 02 | 06 |113 | "en9eloldAnFeNCapAAN | b oo usahaan UPT 12 Laporan 346,801,000.00
Daerah UPT Pendapatan .

i Pendapatan Wil. Luwu

Wil. Luwu
Penatausahaan
Pengelolaan Pendapatan Jumlah Laporan

300 | 02| 06 |114 g P Penatausahaan UPT 12 Laporan 243,685,000.00
Daerah UPT Pendapatan Pendaatan Wil Siniai
Wil. Sinjai peran . i)
Penatausahaan Jumlah Laporan

300 | 02 | 06 115 Pengelolaan Pendapatan Penatausahaap UPT 12 Laporan 248,641,000.00
Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil.
Wil. Takalar Takalar
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Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan | Penatausahaan UPT

300 102106 116 Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil. 12 Laporan 27840580000
Wil. Selayar Selayar
Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan | Penatausahaan UPT

300 | 02 | 06 |117 . . 12 Laporan 251,712,000.00
Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil. Toraja P
Wil. Toraja Utara Utara
Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan | Penatausahaan UPT

300 102106 1118 Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil. Luwu 12laporan 258,235,00000
Wil. Luwu Utara Utara
Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan | Penatausahaan UPT

300 1021 06 1119 Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil. 12 Laporan 325191,00000
Wil. Jeneponto Jeneponto
Penatausahaan Jumlah Laporan
Pengelolaan Pendapatan | Penatausahaan UPT

| 2 12 . 12L 219,115,000.

300 1021 06 1120 Daerah UPT Pendapatan | Pendapatan Wil. aporan ,115,00000

Wil. Enrekang Enrekang
. Jumlah terkirimnya

300 | 02 | o [121 | PenerananElekionik o\ emberitahuan - 6000 Surat 60,000,000.00

Tilang (e-Tilang) Tilang
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4
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 disusun

berdasarkan Rencana Strategis kemudian menjadi arahan di dalam menyusun
program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
dan selanjutnya Renja ini disusun atas dasar visi yang diupayakan lebih realistis
dengan tetap memperhatikan potensi dan peluang yang dimiliki.

Dalam Penyusunan Renja Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi
acuan dalam hal mengatasi berbagai masalah yang mengemuka dan
mendorong kearah upaya ferciptanya perwujudan Visi dan Misi Badan
Pendapatan Daerah dan terlebih lagi Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi
selatan sebagaimana tertuang dalom Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Oleh karena itu, jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan untuk kerja 2019 ini bertekad melaksanakan program dan kegiatan
sesuai kewajaran yang berdasarkan pada standar penilaian kinerja sehingga
pada akhir tahun anggaran segala bentuk realisasi keuangan dan fisik dapat
terserap dengan baik.

Kami sadari bahwa nilai akhir kinerja Badan Pendapatan Daerah Sulawesi
Selatan Tahun 2019, hanya akan dapat terwujud melalui kerja keras serta tetap
berprinsip pada fransparansi dan akuntabilitas melalui kerjasama yang baik
serta diawali dengan niat yang tulus. Insya Allah.

Makassar, 2019
KEPALA BADA ATAN DAERAH,

Drs. H. TA} TOTO, T.R.,, M.S
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip : 19640811 199303 1 006
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LAMPIRAN
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